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MOTTO 
 
        
Artinya: “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah Selalu bersama 
kita” 
(Q.S At-Taubah ayat 40) 
 
                
                
     
Artinya: ). “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 
 (Q.S. Al-Maidah ayat 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
 
 
ix 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
 
 
x 
 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fath}ah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
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و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍ}ah al-at}fa>l  
2. ةحلط Ṭ }alḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
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tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
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2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuz}ūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دممح امو Wa mā Muhammadun ilā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإوينقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Luthfi Septya Qurrotul Aini, NIM: 152111241 “MASYRU’IYYAH MAISIR, 
G}ARAR  DAN RIBA DALAM AKAD ASURANSI (Studi Pemikiran Must}afa 
Ah}mad Zarqa)”. Asuransi dalam perkembangannya memunculkan polemik antara 
halal dan haramnya hukum asuransi dikalangan para ulama kontemporer. Asuransi 
dengan prinsip syariah merupakan hasil dari pendapat yang menghalalkan asuransi. 
Namun demikian terdapat penafsiran dan pandangan yang berbeda-beda mengenai 
beberapa unsur maisir (perjudian), garar (penipuan), dan riba>  (bunga) dalam 
Asuransi Syariah. Must}afa Ah}mad Zarqa merupakan salah satu ulama kontemporer 
yang memberikan pemikiran berkaitan dengan hukum-hukum serta dalil-dalil yang 
terdapat dalam Asuransi Syariah, khususnya berkaitan dengan unsur maisir 
(perjuadian), garar (penipuan), dan riba>  (bunga). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan pendekatan komparatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah  
library research dengan teknik pengumpulan pustaka yaitu mencari dan 
mengumpulkan pustaka baik  primer maupun skunder yang berhubungan dengan 
tema permasalahan yang akan dibahas. Dan setelah sumber pustaka yang 
berhubungan dengan tema terkumpul, kemudian mencocokakan dan melakukan 
penyesuaian terhadap sumber pustaka tersebut dengan pokok pembahasan.  
Hasil penelitian pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa tentang hukum maisir, 
g}arar dan riba  dalam akad asuransi syariah yaitu Must}afa Ah}mad Zarqa secara 
singkat menyimpulkan bahwa asuransi syariah bukan termasuk maisir (perjudian). 
Akan tetapi dalam asuransi syariah itu memberikan ketentraman, meringankan 
kerugian dan untuk memelihara harta. Kemudian bukan juga termasuk g}arar. 
Karena asuransi syariah menghasilkan banyak kemaslahatan ekonomi yang didasari 
saling ridho antara kedua belah pihak (d}aruri). Selain itu asuransi syariah tidak 
mengandung riba>  baik asuransi kerugian maupun jiwa dengan menggunakan akad-
akad tijarah sebagai pengganti nya, misalnya mud}arabah, wadi’ah, wakalah dan lain 
sebagainya. Sehingga, terbebas dari unsur maisir (perjudian), g}arar (ketidakpastian) 
dan riba>  yang dapat mengharamkannya. 
 
 
Kata kunci: Asuransi, maisir, garar dan riba>. 
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ABSTRACT 
 
Luthfi Septya Qurrotul Aini, NIM: 152111241 "MASYRU'IYYAH MAISIR,  
GARAR AND RIBA IN THE INSURANCE ACADEMY (Thought Study Must}afa 
Ah}mad Zarqa)". Insurance in its development led to a polemic between halal and 
the prohibition of insurance law among contemporary scholars. Insurance with 
sharia principles is the result of opinions that justify insurance. However, there are 
different interpretations and views regarding some elements of maisir (gambling), 
garar  (fraud), and riba>   (interest) in Sharia Insurance. Must}afa Ah}mad Zarqa is 
one of the contemporary scholars who give thoughts related to the laws and 
arguments contained in Sharia Insurance, especially relating to elements of maisir 
(perjuadian), garar (fraud), and riba>  (interest) . 
The research method used in this study is a qualitative method with a comparative 
approach. This type of research is a library research with data collection techniques 
that are looking for and collecting data from reference books, both primary and 
secondary data relating to the theme of the problem to be discussed. And after the 
data related to the theme is collected, then match and make adjustments to the data 
with the subject matter. 
The results of the research of Must}afa Ah}mad Zarqa knowledge about maisir, garar 
and riba> in the sharia insurance contract namely Must}afa Ah}mad Zarqa briefly 
concluded that sharia insurance is not considered maisir (gambling). However, in 
sharia insurance it provides peace, mitigates losses and to preserve property. Then 
it doesn't include garar. Because Islamic insurance produces a lot of economic 
benefit based on mutual pleasure between the two parties (d}aruri). In addition, 
Islamic insurance does not contain riba>   either loss or life insurance by using tijarah 
agreements as a substitute, for example mud}arabah, wadi’ah, wakalah  and so forth. 
So, free from the elements of maisir (gambling), garar (uncertainty) and riba>  which 
can prohibit it. 
 
 
 
Keywords: Insurance, maisir, garar  and riba>. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang perasuransian 
menyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ 
atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana1. 
Pengertian asuransi konvesional memiliki perbedaan dengan pengertian 
asuransi syari’ah. Pengertian asuransi syariah lebih menekankan pada 
makna tolong-menolong antar sesama peserta. Dewan Syari’ah Nasional 
Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi syari’ah 
(ta’mi>n, takaful atau tad}amun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong 
menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk 
                                                             
1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian 
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aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 
syari’ah2. 
Dalam perindustrian asuransi di Indonesia, jumlah perusahaan 
perasuransian yang telah berdiri sampai dengan data per 31 Juli 2001 adalah 
sebanyak 312 perusahaan yang memiliki izin usaha untuk beroperasi, yaitu 
yang terdiri atas 175 perusahaan asuransi dan reasuransi, dan 137 
perusahaan penunjang asuransi. Dari perusahaan asuransi dan reasuransi 
yang ada terdiri dari 61 perusahaan asuransi jiwa, 105 perusahaan asuransi 
kerugian, 4 perusahaan reasuransi, 2 perusahaan penyelenggara program 
asuransi sosial dan jamsostek, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi 
untuk PNS, TNI dan Polri3. 
Sedangkan perusahaan asuransi syariah (takaful) di Indonesia yang ada 
saat ini semakin berkembang, hal ini didukung oleh data dari Dewan 
Syariah Nasional (DSN)  yang menunjukan jumlah perusahaan yang telah 
mengajukan rekomendasi asuransi syariah mencapai 28 perusahaan. Jumlah 
itu terdiri dari 11 (sebelas) industri asuransi syariah dibidang keluarga dan 
sisanya dibidang kerugian (general)4. 
Dalam menghadapi masalah asuransi ini para ulama fiqh kontemporer 
dapat digolongkan dalam empat kelompok. Pertama, kelompok ulama fiqh 
                                                             
2 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah 
3 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16. 
4 Ibid., hlm. 14. 
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yang mengharamkan asuransi, diantaranya Syaikh Ibnu Abidin, Syaikh 
Muhammad Bakhit Al-Muthi’, Syaikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, Dr. 
Muhammad Muslihuddin, dan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Kedua, 
kelompok ulama fiqh yang membolehkan asuransi, antara lain Musthafa 
Ahmad Az-Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abdul Rahman Isya, Masyfuq 
Zuhdi. Ketiga, kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial 
dan mengharamkan yang bersifat semata-mata komersial, seperti 
Muhammad Abu Zahra. Keempat, kelompok yang memberikan status 
subhat pada asuransi5. 
Penulis dalam mendalami pendapat ulama yang menyatakan bahwa 
asuransi adalah haram diantaranya Syaikh Ibnu Abidin, Syaikh Muhammad 
Bakhit Al-Muthi’, Syaikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, Dr. Muhammad 
Muslihuddin, dan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili berangkat dari anggapan 
bahwa mereka menganggap praktik asuransi tidaklah sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam. Diantaranya adalah: 
1. Mengandung unsur riba>. Dana asuransi yang diserahkan kepada pihak 
yang mengklaim lebih besar jika dibanding dana yang disetorkan oleh 
nasabah kepada perusahaan. 
2. Mengandung g}arar. Kecelakaan yang diderita oleh nasabah perusahaan 
asuransi adalah hal yang mungkin terjadi dan tidak, dan ini 
membahayakan, ada suatu ketika perusahaan asuransi akan mengalami 
                                                             
5 Abdul Rahman Ghazali, Dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,    
2010), hlm. 238-240.  
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kerugian karena dana kecelakaan yang diberikan lebih besar lebih besar 
dari dana yang disetrorkan. 
3. Mengandung unsur penipuan. Termasuk penipuan karena yang 
dijadikan objek akad tidak jelas. Padahal syarat dari suatu transaksi 
yang sah adalah objek akad harus diketahui secara jelas. 
4. Mengandung unsur ketidakpastian. Dana yang disetorkan kepada 
perusahaan tidak diketahui jumlahnya  seperti pada asuransi jiwa. Dana 
yang diberikan atas kecelakaan tidak diketahui pada akad. Pada saat 
terjadinya akas, nasabah dan perusahaan tidak tahu untung ruginya6. 
Adapun pendapat yang menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan 
menurut hukum Islam, yang mana pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama 
di antaranya adalah Musthafa Ahmad Zarqa sendiri, yang  didukung oleh 
ulama lain di antaranya adalah Muhammad Yusuf Musa, Abd ar-Rahman 
‘Isa, dan Masyfuq Zuhdi. Argumen yang dipakai mereka dalam 
membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Jamil sebagaimana dikutip 
oleh Hasan Ali adalah: 
1. Tidak ada dalam nas} al-Qur’an dan Hadis yang melarang asuransi. 
Sebagaimana telah maklum bahwa, asuransi adalah akad yang baru dan 
belum ada pada periode awal Islam, sehingga kontrak asuransi tidak 
ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadis.  
                                                             
6 Ibid., hlm 7-8. 
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2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah 
pihak. Kesepakatan dan kerelaan dalah prinsip dalam bertransaksi 
kerelaan inilah yang menjadi dasar kebolehan bertranskasi. 
3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Muhammad Yusuf Musa 
mengatakan bahwa asuransi bagaimapun bentuknya merupakan 
kooperasi yang menguntungkan masyarakat.  
4. Asuransi termasuk akad mud}arabah antara pemegang polis dan 
perusahaan asuransi. Abd Wahhab Khallaf mengatakan bahwa asuransi 
itu boleh sebab termasuk akad mudarabah . Akad mud}arabah dalam 
syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan 
modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga dari pihak lain.. 
5. Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyah, usaha bersama yang 
didasarkan pada prinsip tolong-menolong7. 
Kemudian ulama yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan 
mengharamkan yang bersifat semata-mata komersial, seperti Muhammad 
Abu Zahra , beralasan sama dengan pendapat yang menghalalkan, dan 
asuransi yang semata-mata bersifat komersil hukum nya haram, sama 
alasannya dengan pendapat yang mengharamkan. Dari itulah pemuka 
agama memberikan alternatif untuk menangani permasalahan tersebut 
                                                             
7 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2010), hlm. 169-170. 
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dengan mendirikan asuransi berbasis keislaman (asuransi takaful) yang jauh 
lebih transparan dari praktiknya8. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terdapat 4 (empat) 
fatwa terkait Asuransi Syariah, yaitu: 
1. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 
Syariah 
2. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musytarakah pada Asuransi Syariah 
3. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah 
pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah 
4. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada 
Asuransi Syariah. 
Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah aqad tija>rah dan 
atau aqad tabarru’. Aqad tija>rah yang dimaksud adalah semua bentuk akad 
yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mud}arabah, wadiah, 
wakalah dan sebagainya. Sedangkan aqad tabrru’ adalah semua bentuk 
yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata 
untuk tujuan komersial. Dalam aqad tabarru’, mutabrri’ memberikan derma 
dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat 
dianjurkan dalam syariat Islam9. 
                                                             
8 Muhammad, Hukum Asuransi,  (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002), hlm. 12. 
9 Ibid., hlm. 301. 
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Penafsiran yang berbeda-beda serta pandangan mengenai beberapa 
unsur maisir (perjuadian), g}arar (penipuan), dan riba>  (bunga) dalam 
asuransi syariah, sekalipun amat signifikan, janganlah dipandang sebagai 
suatu kelemahan, melainkan sebagai suatu sisi positif dan dinamik dari ilmu 
ekonomi syariah. Dan oleh karena pada saat ini telah berdiri beberapa 
lembaga asuransi khusus nya asuransi syariah, itu artinya bahwa asuransi 
diperbolehkan dan diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI tentang 
asuransi, maka penulis ingin mengungkap lebih jauh tentang pemikiran 
ulama fiqh kontemporer yang membolehkan asuransi, dengan sebuah judul 
Masyru’iyyah Maisir, G}arar Dan Riba>  Dalam Akad Asuransi Studi 
Pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa pengertian akad asuransi menurut Must}afa Ah}mad Zarqa? 
2. Bagaimana ketentuan maisir, g}arar  dan riba >  dalam akad asuransi 
menurut Must}afa Ah}mad Zarqa? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menjelaskan akad asuransi menurut Must}afa Ah}mad Zarqa 
2. Untuk mengetahui pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa mengenai 
ketentuan maisir, g}arar  dan riba dalam akad Asuransi. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 
1. Manfat teoritis:  
a. Untuk menambah pengetahuan, terutama mahasiswa yang bergelut 
dalam bidang Ekonomi Islam/Syari’ah  khususnya mengenai 
Asuransi. 
b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu ekonomi, 
khususnya tentang asuransi 
2. Manfaat praktis:  
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga terkait seperti 
Asuransi Syariah dalam menjalankan program kerjanya agar sesuai 
dengan ketentuan Hukum Islam. 
b. Untuk kepentingan masyarakat umum agar tidak terjadi kekeliruan 
dalam memahami dan mengimplikasikan Hukum Islam dalam 
Asuransi Syari’ah. 
E. Kerangka Teori 
Menurut Prof Mehr dan Cammack yang di kutip Soesno Djojo 
Soedarsono asuransi ialah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan 
menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko. Sehingga kerugian 
individual mereka secara kolektif dapat diramalkan kemudian kerugian 
yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang terkabung10. 
                                                             
10 Djojo Soedarsono Sosno, Prinsip-Prinsip Asuransi, (Jakarta PT. Salemba Empat, 1999), 
hlm. 72. 
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Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
mendefinisikan asuransi syari’ah (ta’mi>n, takaful atau tad}amun) sebagai 
usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah. 
Kaitannya dengan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori 
sebagai berikut: 
1. Teori Asuransi Syariah 
Sesuai dengan judul skripsi yang membahas asuransi, teori ini 
digunakan sebagai pedoman bagi penelitian terbentuknya akad asuransi 
syariah. Dengan teori asuransi maka, akan dapat diketahui sampai 
dimana kesesuaian asuransi syariah dengan teori tersebut dalam bentuk 
dan tujuan asuransi. 
2. Hukum Asal maisir, g}arar  dan riba> 
a. Maisir (spekulasi); secara bahasa maknanya judi, secara umum 
mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya unrung-untungan 
(spekulasi). Kata maisir  dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali 
dalam Al-quran. Sedangkan kata maisir  sendiri di temukan pada QS. 
Al-Baqarah (2): 219 dan QS. Al-Maidah (5):90-91. 
b. G}arar, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. 
G}arar   adalah sesuatu yang memperdayakan manusia didalam bentuk 
harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Dalam 
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Al-quran kata g}arar   dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam 
QS. Ali Imran (3):185 dan QS. Al-Anfal (8) 49. 
c. Riba> ; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Kata riba>  dengan 
berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran antara lain 
QS. Ali Imran (3):130, QS. An-Nisa>’ (4):160-161, dan QS. Al-
Baqarah (2):270-28011. 
3. Metode Ijtihad 
Metode ini untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu 
tema tentang hukum ekonomi Islam, maka mempelajari metode ijtihad 
merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam 
mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki 
nash sharih (pasti) dalam Al-quran maupun Hadist. 
Dari beberapa tokoh pakar ekonomi Islam saat ini memiliki cara 
pandang sendiri-sendiri dalam mengartikan temuan maisir, g}arar  dan 
riba> dalam praktek asuransi yang berbasis syariah. Diantara beberapa 
pendapat dari para pakar ekonomi tersebut, terdapat tiga pandangan 
terhadap asuransi, yaitu pendapat yang mengharamkan, mengahalal kan 
dan pendapat yang menempatkan asuransi halal untuk tujuan sosial dan 
haram untuk tujuan komersil. Salah satu pendapat yang menghalal kan 
asuransi ialah Must}afa Ah}mad Zarqa dengan argumennya yang 
menyatakan bahwa: 
                                                             
11Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Depok: Kencana, 2009), hlm. 
33-35. 
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a. tidak ada nash atau hadist yang melarang asuransi,  
b. dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah 
pihak, 
c. asuransi menguntungkan kedua belah pihak, 
d. asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang 
terkumpulkan dapat di investasikan dalam kegiatan pembangunan, 
e. asuransi termasuk akad mud}arabah anatara pemegang polis dan 
perusahaan asuransi, 
f. asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyyah, usaha bersama yang 
didasarkan pada prinsip tolong-menolong12. 
F. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan judul yang ingin saya teliti lebih dalam mengenai unsur 
magrib yang terdapat dalam asuransi khususnya yang berbasis syariah, 
dimana sekarang asuransi syariah telah mempunyai beberapa lembaga yang 
didirikan  dan menawarkan jasanya kepada masyarakat. Dan tidak sedikit 
pada masa sekarang ini telah terdapat beberapa buku dan beberapa tulisan 
yang membahas tentang asuransi, baik asuransi konvesional maupun 
asuransi syariah yang dapat kita jumpai di beberapa toko dan perpustakaan 
perguruan tinggi. Namun dalam beberapa penelitian tersebut masih belum 
terdapat suatau pembahasan yang detail dan rinci mengenai temuan magrib 
dalam asuransi syariah, di antaranya yaitu: 
                                                             
12 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2010), hlm. 169-170. 
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1. Skripsi yang ditulis oleh Ana Mar’atun Khoiriyah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negri Surakarta Tahun 2007 Tentang Asuransi Dalam 
Islam ( Studi Atas Pemikiran  Ahmad Azhar Basyir). Dalam skripsi ini 
menjelaskan pandangan Islam tentang Asuransi Syariah dimana 
asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada 
perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang 
terkena resiko yang sama atau hampir sama dengan jumlah yang cukup 
besar dan apabila probabilitas kerugian kerugian yang diramalkan 
terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam 
gabungan itu13. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Afidah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negri Surakarta 2010 Tentang Kontrak Asuransi Konvesional (Studi 
Pemikiran Afzalur Rahman). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 
Afzalur Rahman berpandangan dalam melakukan suatu transaksi jual 
beli dan kontrak asuransi terdapat riba>, maisir  (perjudian), g}arar  
(resiko, probabilitas dan ketidakpastian) dan juhala ( tidak ditenukan 
dan tidak diketahui ) didalam suatu kontrak bisnis atau sejenisnya 
menjadikan kontrak tersebut haram. Maka perlu disimpulkan dengan 
menyatakan bahwa kontrak asuransi tidak mengandung unsur yang 
diharamkan pada tingkat rendah, tetapi sebaliknya, mengandung unsur 
                                                             
13 Ana Mar’atun Khoiriyah, “Asuransi Dalam Islam ( Studi Atas Pemikiran  Ahmad Azhar 
Basyir)”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Surakarta, 
Surakarta, 2007. 
 
 
13 
 
haram pada tingkat yang tinggi sehingga menjadikan kontrak ini 
haram14. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Heri Nurjaman Universitas Islam negri Sunan 
Kalijaga 2008 tentang Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha 
Muthahhari Dan Muhammad Muslehuddin). Yang mana dijelaskan 
dalam skripsi ini mengenai halal dan haramnya asuransi syariah yang 
ditetapkan oleh kedua tokoh ulama diatas ( Murtadha Muthahhari dan 
Muhammad Muslehuddin ) berdasarkan dalil-dalil Al-quran dan Al-
hadist sebagai sumber hukum, terutama dalil-dalil yang berkaitan 
dengan kontrak dan akad seperti yang berkaitan dengan Al-quran yaitu 
perangkat ‘Am, Khas, Maqo>sid as-Syari’ah maupun berdasarkan 
metode ijtihad seperti maslahah mursalah dan qiyas15. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Humaidi dengan judul "Badan 
Hukum Menurut Pemikiran Musthafa Ahmad Zarqa’”. Dalam skripsi ini 
dibahas tentang badan hukum yang dilarang dan tidak, serta dikenalnya 
badan hukum dalam Islam. Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa pada 
dasarnya badan hukum memiliki ahliyyah dan zimmah , namun Zarqa' 
tidak menjelaskan landasan hukumnya16. 
                                                             
14 Nurul Afidah, “Kontrak Asuransi Konvesional (Studi Pemikiran Afzalur Rahman)”, 
Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Surakarta, Surakarta, 2010. 
15 Heri Nurjaman “Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Muthahhari Dan 
Muhammad Muslehuddin)”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam negri Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2008. 
16 Muhammad Humaidi, “Badan Hukum Menurut Pemikiran Musthafa az-Zarqa’” skripsi 
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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Dari uraian diatas terdapat penelitian yang membahas tentang badan 
hukum yang diperbolehkan dan tidak menurut Must}afa Ah}mad Zarqa, 
selain itu ada yang meneliti tentang asuransi namun dalam karya tulis 
tersebut tidak mencantumkan landasan hukumnya sebagaimana dituturkan 
oleh penulis karya tulis tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik  untuk 
meneliti apa argumen Must}afa Ah}mad Zarqa menghalalkan asuransi 
syariah yang didalamnya terdapat unsur magrib, sebagai harapan agar dapat 
melengkapi penelitian-penelitan yang sudah ada terkait pemikiran sosok 
Must}afa Ah}mad Zarqa. 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Jenis penelitian 
Di lihat dari jenis studi ini bisa dikategorikan sebagai penelitian 
kepustakaan (library Research), yaitu menjadikan bahan pustaka 
sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-
teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, 
mengikuti perkembangan penelitian yang akan diteliti, memperoleh 
orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data 
skunder serta menghindari duplikasi penelitian17. 
 
 
                                                             
17 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 
1982), hlm. 70. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 
komparatif, yaitu memperbandingkan satu objek dengan objek lainnya 
yang berada pada fase pertumbuhan yang sama. Pendekatan komparatif 
ini juga dapat digunakan dalam berbagai keilmuan. Baik berupa 
persamaan dan perbedaannya ataupun kelebihan dan kekurangan 
masing-masing objek kajian18 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber  
pustaka primer dan skunder19: 
a. Pustaka primer 
Pustaka primer merupakan sumber-sumber yang 
memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber-
sumber asli baik dokumen maupun peninggalan langsung dari 
Musthafa Ahmad Zarqa'. Sumber data utama yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah karya-karya Musthafa Ahmad Zarqa' 
baik yang secara khusus membahas tentang ekonomi maupun 
tema-tema lainnya yang terkait.  
Beberapa di antara karya-karya tersebut yaitu:  
1) Al-Fiqh al-Islami fi Sawbih al-Jadid, karya ini membahas 
tentang berbagai konsep baru dalam muamalah termasuk di 
                                                             
18 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2016), hlm. 57.  
19 Ibid., hlm. 28. 
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dalamnya adalah konsep akad baru dalam Islam di mana 
asuransi masuk di dalamnya.  
2) Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif 
Delapan Mazhab, dalam karya nya ini beliau dengan cermat 
dan tuntas mengupas metode yang dipakai oleh hukum Islam 
dalam merespons setiap perkembangan zaman yang 
berdampak terhadap perubahan sosial. 
b. Pustaka Sekunder 
Adalah data-data yang mendukung yang dapat berupa 
makalah, majalah, dan informasi-informasi lain, yaitu seperti: 
1) Asuransi Syariah, hasil karya Muhammad Syakir Sula 
2) Asuransi Syari’ah, hasil karya dari Kuat Ismanto 
3) Fiqih Mu’amalat, hasil karya dari Abdul Rahman Ghazali, 
Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidik  
4) Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Mohamed Aslam 
Haneef 
c. Pustaka Tersier 
Yaitu data yang bersumber dari kamus sebagai pelengkap 
data. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
a. Mencari dan mengumpulkan buku-buku rujukan, baik yang 
primer maupun yang skunder yang berhubungan dengan tema 
permasalahan yang akan dibahas. 
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b. Menelaah data yang sudah terkumpul yang berhubungan dengan 
tema yang akan diteliti. 
c. Setelah data yang berhubungan tema terkumpul, kemudian 
mencocokakan dan melakukan penyesuaian terhadap data 
tersebut dengan pokok pembahasan. 
5. Teknik analisis data 
Deskriptif yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh 
mengenai topik atau bahasan penelitian asuransi menurut pandangan 
Must}afa Ah}mad Zarqa. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan 
penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematikan penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
Penyusunan penelitian ini diawali dengan Bab I, Pendahuluan yang  
berisi paparan mengenai orientasi umum penelitian yang akan dilakukan, 
meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan.  
Bab II, Landasan teori yang dipaparkan secara lebih luas yang akan 
menjadi alat bagi penulis dalam melakukan kajian penelitian. Bab ini 
mencakup pengertian asuransi syariah dan ruang lingkupnya, menjelaskan 
 
 
18 
 
hukum asal daripada maisir, g}arar  dan riba> dan menjelaskan metode ijtihad 
yang digunakan untuk menentukan hukumnya. 
Bab III, Pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa  berisi setting sosial Must}afa 
Ah}mad Zarqa ' yang meliputi biografi beliau, kepribadian dan pendidikan 
serta aktifitas sosial dan kemasyarakatan, karya-karya, corak pemikiran 
hukum Islam,  kemudian pengertian akad,  asuransi syariah dan pandangan 
hukum maisir, g}arar  dan riba>  dalam asuransi syariah Must}afa Ah}mad 
Zarqa. 
Bab IV, Analisis akad asuransi syariah menurut Must}afa Ah}mad Zarqa 
sendiri dan pembahasan hukum maisir, g}arar  dan riba>  dalam akad asuransi 
syari’ah menurut Must}afa Ah}mad Zarqa. 
Bab V, Penutup  berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya. Bab ini disertai juga dengan saran-saran yang perlu 
bagi permasalahan yang relevan yang mungkin dihadapi dalam 
perkembangan selanjutnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Ruang Lingkup Asuransi Syariah  
1. Pengertian Asuransi Syariah 
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta’mi>n, penanggung disebut 
mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau 
musta’min. At-ta’mi>n memiliki arti memberi perlindungan, 
ketenangan, rasa aman. Dan  bebas dari rasa takut1. 
Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang 
memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang 
melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-
ketentuan di dalam Al-quran dan As-sunnah2. 
Para fuqaha kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili 
mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta’mi>n at-ta’awwuni 
(asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa 
orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah 
seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa 
kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk 
kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut dengan prinsip takaful3. 
                                                             
1  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28. 
2 Iqbal Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Jakarta: gema Insani Press, 
2005), hlm. 2. 
3 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Halal dan Manfaat, ( Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 
18. 
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Sedangkan menurut Must}afa Ah}mad Zarqa, makna asuransi secara 
istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat 
berbeda-beda namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode 
untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) yang 
beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan 
hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya4. 
Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
mendefinisikan asuransi syari’ah (ta’mi>n takaful atau tad}amun) sebagai 
usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah5. 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ambil kesimpulan 
bahwasanya asuransi syariah/takaful merupakan pihak yang 
tertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, 
kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak 
tertanggung). Dalam hal ini si tertanggung mengikat perjanjian 
(penjaminan resiko) dengan di penanggung atas barang atau harta, jiwa 
                                                             
4 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 29. 
5 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah 
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dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan 
keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak6. 
Dalam pengertian asuransi tersebut menunjukan bahwa asuransi 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Adanya pihak tertanggung 
b) Adanya penanggung 
c) Adanya perjanjian asuransi 
d) Adanya pembayaran premi 
e) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang 
diderita tertanggung) 
f) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya7 
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah 
Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan 
hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah 
dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan 
pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam. Yaitu Al-qur’an dan Al-
hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda 
dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam8.  
Ayat al-Quran yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain : 
                                                             
6 Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis Ke praktik, (Bandung: 
Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 3-4. 
7 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11. 
8 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 
104. 
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a) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerja sama 
Surat al-Maidah (5) : 2 
                       
                    
                   
                
                   
                    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah,, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram,, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.” 
 
b) Perintah Allah SWT Untuk Mempesiapkan Hari Depan 
                   
                     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
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untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah 
berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama 
atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi 
dan para sahabat, dengan tuntunan al-Quran. Antara lain: 
a) Hadits tentang Aqilah. 
 يا ْتَل َتَ ت ْقيا :َلَاق )ضر( َةَر ْيَرُه يبَِا ْنَع ْيَزًه ْنم ي ينَتََأَرْم  ل َاُهُاَدْحيا ْتَمَر َف 
 ْطَب يفِ اَمَو اَه ْ تَل َتَق َف  رَجَ يبِ ىَرْخ ُْلأا( يبَِّنلا َلَ
يا اوُمَصَتْخَاف اَهين )ص
 َو َْوا ٌةَّرُغ اَهينْيينَج ًَةييد َّنيا ىَضَق َف يل َلَع يَةأْرَمْلا ََةييد ىَضَقَو ٌةَدْي اَهيتَليقاَع ى
)ىراخبلا هور( 
Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih 
dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut 
melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian 
wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari 
wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada 
Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari 
pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang 
budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian 
wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 
aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)9. 
 
b) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. 
 َلاَق )ص( يبَِّنلا ينَع )ضر( َةَر ْيَرُه يبَِا ْنَع َرُك  نيمْؤُم ْنَع َسََف َن ْنَم : يب
 ْلا يمْو َي يبَرُك ُهْنَع ُالله َسََّف َن اَي ْن ُّدلا  ييرْعُم ىَلَع َرَّسَي ْنَمَو يةَماَييق ُالله َرَّسَي 
 هاور( يةَر يخَْلأاَو اَي ْن ُّدلا يفِ يهْيَلَع)ملسم  
                                                             
 9 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 114-
115. 
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad 
bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya 
seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitanya 
pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan 
seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia 
dan di akhirat”. (HR. Muslim)10. 
 
c) Hadits tentang menghindari risiko. 
 ٌلُجَر لََاق :َلَاق )ضر( ْكيلاَم ْنيب ْسَََنا ْنَع  َهَلَّقََعا )ص( يالله َلوُسَرَيَ ا
هاور( ْل ََّكو َت َو اَهَلَّقََعا ؟ْلََّكو ََتا َْوا لا)ىذمتر  
Artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang 
kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) :”Apa (unta) ini saya ikat 
saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT. “Bersabda 
Rasulullah saw. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah 
kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmiz\i)”11. 
 
Selanjutnya berdasarkan Kaidah-kaidah fiqih muamalah yaitu antara 
lain: 
 َّلأيا يةَحَبَ يْلْا يةَلَماَعُمْلا يفِ ُلْصْْلأا ْيييرَْتَ ىَلَع ُلْييلَد َّلَُدي ْنَااَه ْ ي  
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya.” 
 
 يناَكْمْلْا يرْدَقيب ُعَفُْدي ُرَرَّضَلا 
“Segala mad}arat harus dihindarkan sedapat mungkin.” 
 ُلاَز ُي ُرَرَّضَلا 
“Segala mad}arat (bahaya) harus dihilangkan.” 
Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus 
dijauhkan dari id}rar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri 
                                                             
 10 Ibid., hlm. 116.  
11 Ibid., hlm. 117. 
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maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya 
(menyakiti) pada orang lain12. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terdapat 4 
(empat) fatwa terkait Asuransi Syariah, yaitu: 
5. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah 
6. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musytarakah pada Asuransi Syariah 
7. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil 
Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah 
8. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada 
Asuransi Syariah13. 
3. Akad Dalam Asuransi Syariah 
Prinsip-prinsip perjanjian islam sebagai suatu perjanjian yang 
bebas dari unsur garar, maisi>r, dan riba> dapat diimplementasikan 
dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi. Adapun akad dalam 
Asuransi Syari’ah yaitu: 
a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan 
terdiri atas akad tija>rah dan akad tabarru’. 
                                                             
 12 Nasr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M. Azam, Al-madhkolu Fil Qawa‟idi Al-
fiqhiyyah Wa Atsaruhaa Fil Ahkami As-Syari‟yyat, Alih Bahasa Wahyu Setiawan, Qawa‟id 
Fiqhiyyah, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 17. 
13 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah 
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b. Akad tija>rah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 
mud}arabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. Dalam 
akad sekurang-kurangnya haus disebutkan: 
1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan 
2) Cara dan waktu pembayaran premi 
3) Jenis akad tija>rah dan akad tabarru’ serta syarat-syarat 
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang 
diadakan14. 
4. Jenis-jenis Asuransi Syariah 
Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu: 
a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah 
yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah 
kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. 
Produk asuransi takaful keluarga meliputi : 
1) Takaful berencana 
2) Takaful pembiayaan 
3) Takaful pendidikan 
4) Takaful dana haji 
5) Takaful berjangka 
6) Takaful kecelakaan siswa 
7) Takaful kecelakaan diri 
                                                             
 14 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Safiria 
Insania Press, 2008), hlm. 75. 
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8) Takaful khairat keluarga15 
b. Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi 
syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam 
menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik 
peserta takaful. 
Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah: 
1) Takaful kebakaran 
2) Takaful kendaran bermotor 
3) Takaful pengangkutan 
4) Takaful Resiko Pembangunan 
5) Takaful Resiko Pemasangan 
6) Takaful Penyimpanan Uang 
7) Takaful Gabungan 
8) Takaful Aneka 
9) Takaful rekayasa/Engineering16 
B. Hukum Asal Maisir, Garar  dan Riba> 
1. Maisir 
Kata maisir diturunkan dari kata yusr, dalam bahasa Arab yang 
berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang 
                                                             
15 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di 
Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 138-139. 
16  Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful dari Teoritis Ke praktik, (Bandung: 
Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 68. 
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dimaksudkan sebenarnya, maka maisir adalah mengharapkan sesuatu 
yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara (‘iwad}) 
untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul 
tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau 
pertaruhan17. 
Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa maisir 
adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur 
untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan 
diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian 
pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan18. 
Disebabkan kejahatan judi itu lebih parah daripada keuntungan yang 
diperolehnya, maka dalam Al-quran, Allah SWT sangat tegas dalam 
melarang maisir (judi) dan semacamnya sebagaimana ayat berikut19: 
a) QS. Al-Baqarah (2): 219 
                   
                
                                                             
17 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2015), hlm. 102. 
18 Jasri Firdaus, Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah dalam 
http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html, diakses 
24 Juni 2019. 
19 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 49. 
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                  
              
Artinya “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar 
dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 
nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir”. QS. Al-Baqarah (2): 219 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa antara meminum khamar dan judi 
adalah dosa besar, keduanya lebih banyak mad}a>rat nya daripada 
manfaatnya. 
b) QS. Al-Ma>idah (5): 90 
                
                 
       
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan”. Al-Ma>idah (5): 90 
 
Ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia hendaknya 
menjauhi perbuatan syaitan, termasuk salah satu diantaranya maisir atau 
judi. 
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c) QS. Al-Ma>idah (5): 91 
                       
                     
         
Artinya “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari 
mengerjakan pekerjaan itu). QS. Al-Ma>idah (5): 91 
 
Ayat diatas mengungkapkan pula alasan pelarangan judi, yaitu akan 
menimbulkan permusuhan dalam hubungan sosial20. 
Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdulloh bin Umar 
bahwa Rasululloh melarang jual beli yang disebut habal-al-habla 
semacam jual beli yang dipraktikan pada zaman jahiliyah. Dalam jual 
beli ini, seseorang harus membayar seharga seekor unta betina yang 
unta tersebut belum lahir tetapi akan segera lahir sesuai jenis kelamin 
yang diharapkan21. 
Dari Umar r.a dan Mu’adz r.a dijelaskan oleh Abd al-Rahman Ibn 
al-Jauzi dalam kitab Zad al-Maisir fi ‘Ilm al-Tafsir (1964), 
sebagaimana dikutip oleh Rafiq Yunus al-Mishri, bahwa khamr dan 
                                                             
20 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 
34. 
21 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 49. 
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maisir meupakan media untuk menghilangkan akal dan merampas harta 
(pihak lain)22. 
Ulama sepakat tentang haramnya qimar (judi) yang merupakan 
bagian dari maisir yang diharamkan dengan menegaskan bahwa setiap 
permainan yang menguntungkan satu pihak dan (menyebabkan 
lahirnya) kerugian bagi pihak lain termasuk maysir yang diharamkan, 
baik permainan tersebut berupa permainan dadu maupun permainan 
catur atau permainan lainnya.  
2. Garar 
Arti dalam bahasa Arab garar adalah al-khat}r (pertaruhan), majhul 
al-aqibah (tidak jelas hasilnya) ataupun dapat juga diartikan sebagai al 
mukhat}arah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Garar 
merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan orang lain. 
Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan 
gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya 
mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. 
Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak 
dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. 
                                                             
22 Jaih Mubarok, dkk, Fikih Mu’amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 229. 
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Secara istilah fiqih, garar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat 
suatu perkara, kejadian/suatu peristiwa dalam transaksi perdagangan 
atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya23. 
Dalil dalam Al-quran yang mengharamkan gharar yaitu: 
a) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi : 
                         
                   
    
Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui”. QS. Al-Baqarah (2): 188 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang 
yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi 
terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan 
mempersengketakannya  kepada  penguasa,  sementara  itu  ia  sendiri 
mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui 
bahwa ia berdosa memakan barang haram. 
b) Adapun penjelasan lain dalam Al-Quran surat An-Nisa >’  ayat 29 
berbunyi: 
                                                             
23 Nadratuzzaman Hosen , “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, Jurnal  
Syariah Dan Hukum, (Jakarta) Vol. 1, hlm. 54.  
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                  
                    
               
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa>’ (4) :29 
Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil keterangan bahwasanya 
Allah telah menyusur manusia untuk tidak melakukan hal yang 
merugikan sesama manusia. Terutama dalam berbisnis, manusia 
hendaknya melakukan bisnis dengan suka sama suka tanpa ada unsur 
mendzolimi. 
Dalam hadist yaitu24: 
 َب ْنَع ملسو هيلع الله ىلص يالله ُلْوُسَر ىََنَ يعْي َب ْنَعَو يةاَصَْلحا يعْي
 يرَرَغْلا 
“Rasululloh  SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli garar” 
(diriwayatkan oleh Abu Hurairah)  
 
Dengan demikian maksudnya bai’ al-garar adalah setiap akad jual 
beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak 
orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. 
                                                             
24 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.  
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Fuqaha mazhab yang muktamar telah memberikan gambaran 
beberapa bentuk gharar yang tidak dapat diketahui akibatnya terhadap 
jual beli. Secara umum ada tiga pandangan fuqaha dalam masalah ini 
yaitu : 
a. Garar  yang mendasarkan pada keraguan, sebagaimana disampaikan 
Al-Kasani dan Ibnu Abidin dari golongan Hanafi. Bahwa garar 
adalah risiko seimbang yang bakal dihadapi oleh peniaga baik 
sesuatu yang dikehendaki tersebut diperoleh ataupun tidak, hal 
inilah yang dinamakan dengan syak. 
b. Garar tidak dipahami (jahalah), sebagaimana dismpaikan oleh Al-
Sarakhsi dari golongan Hanafi. Bahwa suatu jual beli yang tidak 
diketahui akibatnya terhadap barang belian. Sedangkan mazhab 
syafi’i berpendapat bahwa jahalah mengenai barang jualan menjadi 
tidak sah jual beli mesti mengetahui barang yang diperjual belikan 
dari sudut kadar dan sifat ketika akad dilakukan. 
c. Garar yang mendasarkan kepada sesuatu yang tidak diketahui 
akibatnya.
 
Ia tertutupi dalam dua hal, yaitu positif dan negatif, 
namun unsur negatifnya lebih besar dari positife. Pendapat ini 
disampaikan oleh jumhur ulama’25 
Dari segi objek pokok dan objek ikutan, ulama menyampaikan 
kaidah berikut:  
                                                             
25 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102. 
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 يفِ ُرَف َتْغ ُي َلااَم يعيباَوَّ تلا يفِ ُرَف َتْغ ُي اَهيْيرَغ  
“sesuatu yang diampuni (dimaafkan) jika menjadi objek ikutan, tetapi 
tidak diampuni jika menjadi objek selain ikutan (objek pokok)”. 
 
Kaidah tersebut merupakan dasar bagi ulama untuk menentukan 
hukum menjadikan objek yang garar, yaitu tidak boleh jika objek yang 
garar tersebut menjadi objek pokok akad (misalnya dilarang membeli 
susu yang masih didalam tetek kambing), tetapi boleh jika objek yang 
garar tersebut menjadi objek ikutan (misalnya membeli kambing yang 
banyak susu diteteknya). 
Garar dalam berbagai dimensi tersebar dalam fatwa-fatwa Desan 
Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diantaranya 
terdapat dalam fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan 
Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas 
di Pasar Reguler Bursa Efek, diantaranya26: 
a. Bai’ al-Ma’d}um adalah jual beli yang objeknya (mabi’) tidak ada 
pada saat akad, atau jual beli atas barang padahal penjual tidak 
memiliki barang yang dijualnya. 
b. Bai’ al-Maksyuf adalah bentuk jual-beli yang mengandung garar, 
yaitu jual beli secara tunai atas barang yang bukan milik penjual 
dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau 
                                                             
26  Jaih Mubarok, dkk, Fikih Mu’amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 201. 
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jual beli secara tunai atas barang padahal penjual tidak memiliki 
barang yang dijualnya. 
c. Talaqqi al-Rukban adalah bagian dari gabn, yaitu jual beli atas 
barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak 
penjual tidak mengetahui harga tersebut. 
d. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objrk akad 
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabuhi pembeli seolah-
olah objek akad tersebut tidak cacat. 
e. Tamajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga 
lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk 
menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. 
f. Gisysy adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual 
menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang 
dijual serta menyembunyikan kecacatannya. 
3. Riba> 
Riba> secara etimologi bermkana ziyadah (tambahan). Secara 
linguistik, riba> mempunyai arti tumbuh dan membesar27.  Adapun arti 
Riba dalam Fiqh Imam Asy-Syarbini menjelaskan : “Aqad atas sebuah 
kompensasi tertentu, yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam 
                                                             
27 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 
169. 
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timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada 
penundaan satu barang yang ditukarkan”28. 
Riba>  merupakan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang 
telah diharamkan dengan keras dalm kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya 
dalam segala bentuk, macam maupun namanya. Di antaranya firman-
Nya dalam Al-quran yaitu29: 
a) Al-Quran Q.S. Al-Baqarah : 275 
                      
                      
                        
                        
                 
Artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. Q.S. Al-Baqarah (2): 275 
                                                             
28 Jasri Firdaus, Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah dalam 
http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html, diakses 24 Juni 
2019. 
29 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 55.  
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Bahwa hendaknya di dalam berbisnis atau perniagaan, manusia 
harus tahu jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan.  KarenaAllah 
telah menghalalkan jual beli dan riba. Dan neraka balasannya bagi 
manusia yang tetap menjalankan riba>. 
b) Al-Quran Q.S. Al-Baqarah : 278-279 
                        
      
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman”. Q.S. Al-Baqarah (2): 278 
 
                      
              
    
Artinya “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. Q.S. Al-Baqarah (2): 279 
 
Ayat diatas menegaskan bahwa perbuatan riba sangat dilarang, dan 
manusia  harus  meninggalkannya, karena Allah dan Rasulnya 
memerangi orang yang melakukan perbuatan tersebut. 
Pengharaman riba> oleh rasululloh terjadi pada tahun ke-8 atau ke-9 
Hijriyah. Dalil dalam sunnan Nabi dapat dilihat dalam sabda Rasululloh: 
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 َتْجيا : ملسو هيلع الله ىلص يالله ُلْوُسَر َلَاقاَقيبْوُمْلا يعيبَسلا اْو ُبين يت
...... َبَّيرلا ُلََكاَو ........ 
“ Jauhkanlah tujuh perkara yang membinasakan (dosa besar), salah 
satu diantaranya adalah riba” (HR Muslim dari Abu Hurairah)30. 
 
Hadist lain ialah hadist riwayat Ibn Mas’ud r.a 
 َلََكا ملسو هيلع الله ىلص يالله ُلْوُسَر َنَعَل  يتاََكو ُهَلّيَكوُمَو َبَّيرلا ُهَب
 َو يهْيَد يهاَشَو ٌءاَوَس ْمُه َلَاق  
“ِRasululloh SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis 
riba, dan dua saksi yang menyaksikannya, semuanya sama dalam 
dosa.” (HR. Abu Dawud, Muslim, dan Bukhari)31. 
 
Para Ulama’ sepakat bahwa riba adalah haram berdasarkan Al-
Quran dan As-sunnah, juga Ijma para ulama. Jadi tidak ada lagi 
khilafiyah di kalangan fuqaha mengenai hukum riba lantaran kejelasan 
dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-sunnah32. 
Secara garis besar, riba> digolongkan menjadi dua, yaitu riba>  utang 
piutang dan riba> jual beli. Riba> utang piutang dibagi lagi menjadi dua, 
yaitu riba>  qirad} dan riba>  jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi 
menjadi dua macam, yaitu riba>  fad}al dan riba> nasi’ah. 
1) Riba> qirad} adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap orang yang berutang (kreditur) 
                                                             
30 Ibid., hlm. 56.   
31 Ibid. 
32 Jasri Firdaus, Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah dalam 
http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html diakses 24 
Juni 2019 
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2) Riba>  jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari modal awal 
karena debitur tidak mampu membayar pada waktu yang telah 
ditetapkan 
3) Riba> fad}l adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang 
berbeda, sedangkan benda yang dipertukarkan termasuk jenis ribawi 
4) Riba>  nasi’ah adalah penangguhan penyerahan benda ribawi, hal ini 
terjadi karena aadanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara 
yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan 
kemudian33. 
Jika diteliti kedalam substansi fiqih Islam kontemporer, maka akan 
kita jumpai beberapa perbedaan pendapat di kalangan pemikir ekonomi 
Islam kontemporer dalam menentukan hukum asuransi. Ada yang 
mengatakan bahwa asuransi ini hukumnya haram secara mutlak dengan 
dasar bahwa didalam akad asuransi terdapat unsur riba>  dan riba>  jelas-
jelas dilarang oleh agama. Adapula yang berpendapat bahwa asuransi 
termasuk perkara syubhat, dengan alasan tidak ada yang secara tegas 
menunjukan hukumnya halal ataukah haram. Selain itu terdapat pula 
ulama yang membolehkan sebagian bentuk asuransi dan mengharamkan 
sebagian bentuk lainnya, karena menurutnya asuransi termasuk dalam 
kategori muamalah yang mengandung manfaat. 
                                                             
33 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 
170. 
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Menurut para penggagas asuransi, setidaknya terdapat 3 (tiga) 
keberatan dalam praktik asuransi. Pertama, unsur garar atau 
ketidakpastian. Kedua, unsur maisir atau untung-untungan, dan ketiga, 
riba> 34. Garar terjadi dalam akad, yaitu ketika kedua belah pihak (peserta 
asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa 
yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, 
tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat 
berasaskan pengandaian (ihtimal) semata35.  
Garar  atau ketidakpastian juga tercermin dalam bentuk sumber dana 
klaim serta keabshahan syar’i penerimaan uang klaim. Peserta asuransi 
tentu akan tahu berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa yang 
akan dibayarkan36.  
Kemudian dalam asuransi, adanya maisir disebabkan adanya garar 
sistem dan mekanisme pembayaran klaim37. Dalam praktek seperti ini, 
ada pihak yang (selalu) diuntungkan, yakni pihak perusahaan asuransi, 
dan ada pihak yang dirugikan, yakni pihak peserta atau nasabah38.  
Asuransi bisnis mengandung unsur riba> yaitu riba>  fad}al dan riba> 
nasi’ah. Jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak penerima jasa 
(ahli waris) lebih dari jumlah uang yang telah disetorkan, berarti 
                                                             
34  Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88. 
35  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 47. 
36  Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88. 
37  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 50. 
38  Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89.  
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tergolong riba> fad}al. Namun jika perusahaan asuransi membayar kepada 
pihak nasabah sebesar yang dia setorkan saja dan dibayar setelah 
beberapa waktu, berarti tergolong riba> nasi’ah39.  
Dengan keterbatasan yang ada, terdapat beberapa pendapat dari para 
ulama kontemporer yang akan menjadi bahan rujukan bagi kita untuk 
melakukan pengkajian tentang asuransi dari sudut pandang syariat 
Islam, baik pendapat yang mengharamkan maupun yang membolehkan, 
terutama dalam problematika terjadinya garar, maisir dan riba> dalam 
asuransi syariah. 
1. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan 
Pertama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dan tokoh Haraki 
dari Mesir. Dalam Kitabnya Al-Islam wa al-Muna>hiji Al-
Isytira>kiyah (Islam Dan Pokok-Pokok Ajaran Sosialisme) halam 29, 
ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba karena beberapa 
hal. 
a. Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi 
dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini 
adalah riba. Apabila jangka waktu yang tersebut didalam polis 
belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi 
dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Dan 
muamalah semacam itu dilarang oleh hukum agama (syara’). 
                                                             
39 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 
197.  
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b. Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu 
terjadinya peristiwa yang disebutkan didalam polis juga tidak 
dapat diterima oleh syara’. Karena, orang-orang mengerjakan 
asuransi bukan syarikat didalam untung dan rugi, sedangkan 
orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang 
diberikan kepada terjamin. 
c. Maskapai asuransi didalam kebanyakan usahanya, menjalankan 
pekerjaan riba (pinjaman berbunga dan lain-lainnya). 
d. Perusahaan asuransi didalamnya usahanya mendekati pada 
unsur lotere, dimana hanya sebagian kecil dari yang 
membutuhkan dapat mengambil manfaat. 
e. Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat 
dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek 
keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-
tiba40. 
Kedua, Syekh Abu Zahro, ulama fiqh termasyhur dan banyak 
menulis karya ilmiah tentang hukum Islam, Guru Besar Universitas 
Kairo, Mesir. 
Abu Zahro menyimpulkan bahwa asuransi sosial (saling menolong) 
adalah halal sebagai perkara yang alami yang perlu diadakan. 
Sedangkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial/non sosial 
                                                             
40 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 60-61. 
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hukumnya haram. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi, 
ia berkesimpulan sebagai berikut: 
a. Asuransi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan sosial adalah 
halal (hukumnya) dan tidak ada syubh}at didalamnya. 
b. Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat 
perkumpulan dengan alasan ada syubh}at qimar dan garar 
didalamnya sehingga gharar itu menjadi penyebab tidak sahnya 
semua akad. 
c. Ada riba didalamnya, karena adanya bunga yang 
diperhitungkan. Ini satu pihak, dan dari pihak lain ia 
memberikan sejumlah kecil uang, lalu menerima lebih banyak 
jumlahnya. 
d. Merupakan ‘aqd al-sharf (persetujuan jual beli uang) dan itu 
tidak sah bila tidak tunai. 
e. Tidak ada keadaan memaksa dalam bidang perekonomian yang 
mewajibkannya41. 
Ketiga, Dr. Muhammad Muslehuddin, Guru Besar Hukum Islam 
Univesitas London. Beliau berpendapat bahwa kontrak asuransi 
ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan 
berbagai alasan. Keberatan tersebut meliputi: 
a. Asuransi merupakan kontrak perjudian (maisir) 
                                                             
41 Ibid., hlm. 62 
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b. Asuransi hanyalah pertaruhan (maisir) 
c. Asuransi bersifat tidak pasti (garar) 
d. Asuransi adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk 
mengganti kehendak Tuhan 
e. Dalam asuransi, premi tidak tentu, karena peserta suransi tidak 
tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampe ia 
meninggal 
f. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan 
oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga berbunga. Dan 
peserta asuransi atas kematiannya berhak mendaptkan jauh 
lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkan, yang itu 
merupakan riba 
g. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya 
haram. Karena itulah para ulama dengan keras menyatakan 
perang terhadap asuransi, dan secara tegas berpendapat bahwa 
kontrak asuransi secara diamtrik bertentangan dengan standar-
standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi 
berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti42 
Keempat, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama ahli fiqih, Guru 
Besar Universitas Damaskus Syria. Menurut beliau, pada 
hakikatnya akad asuransi termasuk dalam ‘aqd garar  yaitu akad 
                                                             
42  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 62-63. 
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yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. 
Padahal, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli garar. Jika 
diqiyaskan kepadanya akad pertukaran harta, maka akad asuransi 
memberi kesan garar seperti garar yang terdapat dalam akad jual 
beli. 
Akad asuransi bersama juga merupakan akad pertukaran harta. Ia 
juga termasuk garar  sebagaimana garar yang terjadi dikebanyakan 
akad pertukaran harta. Ahli syariah memasukannya kedalam ‘aqd 
garar. Ini disebabkan akad asuransi itu adalah untuk kejadian yang 
akan datang yang belum pasti berlaku dan tidak diketahui terjadinya, 
karenanya gharar melekat dan menyati dalam praktik dan akad 
asuransi. Oleh karena itu az-Zuhaili menyatakan tidak halal (haram) 
bagi seorang pedagang dan seorang mukmin mengambil ganti rugi 
dari harta, yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Karena hal itu 
merupakan harta yang tidak perlu bagi orang yang memerlukannya, 
karena ia merupakan jaminan yang cacat dan batal menurut ukuran 
syara’43.  
Kelima, Dr. Hamid Hisan, ulama dan cendekiawan muslim dari 
Universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-Mukarramah. 
Mengenai maisir, garar dan riba> dalam asuransi, beliau 
berkesimpulan sebagai berikut: 
                                                             
43 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ..., hlm. 63. 
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a. Akad asuransi adalah Mu’awwadah Ma>liyah yang mengandung 
garar. Pengharaman terhadap perjanjian-perjanjian asuransi 
yang dilangsungkan oleh perusahaan asuransi dengan 
tertanggung adalah karena adanya akad-akad mu’awwadah 
ma>liyah “perjanjian saling memberikan pengganti berupa 
harta/uang” yang mengandung gharar yang amat besar (garar 
fahisy). Lebih lanjut Hamid Hisan mengutip pendapat Imam al-
Qaraafi al-Maliki, mengatakan bahwa garar dan jahalah ada 
tujuh macam. Diantaranya adalah garar dalam keberadaan 
seperti budak yang hilang, garar  dalam perolehan seperti 
burung diudara, garar  dalam jumlah seperti menjual dengan 
lemparan batu kecil, dan garar dalam waktu. Empat macam 
yang disebut iti dapat membatalkan akad-akad mu’awwadah, 
bukan hanya menurut Malikiyah (Madzhab Maliki) tetapi juga 
menurut semua mujtahid sebagaimana telah kita ketahui. 
Apabila kita mengaplikasikan akad asuransi kedalam empat 
macam garar  tersebut, dengan mengambil contoh-contoh yang 
telah kami sebutkan, maka kita akan mengetahui dengan yakin 
bahwa akad asuransi masuk kedalam salah satu macam gharar 
itu, bahkan semuanya44. 
                                                             
44 Ibid., hlm. 63-64.  
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b. Akad asuransi mengandung judi atau taruhan. Dalil yang 
mengharamkan akad-akad yang dilangsungkan oleh perusahaan 
asuransi adalah karena akad-akadnya merupakan perjudian dan 
pertaruhan. Berdasarkan ittifaq fuqaha, judi dan taruhan 
hukumnya haram, maka asuransi pun hukumnya haram 
berdasarkan ittifaq. Para pakar hukum sepakat bahwa ciri-ciri 
akad judi dan taruhan sama dengan ciri-ciri yang ada dalam 
asuransi. Karena masing-masing pihak yang berjudi dan 
bertaruh tidak bisa menentukan pada waktu akad, jumlah yang 
diambil atau jumlah yang ia berikan. Itu bisa ditentukan nanti 
tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak pasti. Yaitu jika 
menang, maka ia mengetahui jumlah yang ia ambil. Dan jika 
salah, maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan45. 
c. Akad asuransi mengandung riba>. Akad asuransi adalah 
kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam 
ketentuannya tertanggung berjanji akan membayar premi-premi 
secara sekaligus atau berangsur-angsur, sebagai pengganti uang 
asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi 
peristiwa. Uang asuransi tersebut kadang jumlahnya sama 
dengan premi-premi yang dibayar, kadang lebih banyak dan 
kadang lebih sedikit. Jika jumlahnya sama maka itu riba> nasa’, 
                                                             
45 Ibid., hlm. 64. 
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dan jika lebih banyak maka itu riba> nasa’  dan juga riba>  fad}l. 
Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli uang dengan uang 
secara tempo adalah riba> nasa’ jika sama nilainya dan riba> nasa’ 
juga riba>  fad}l jika yang ditangguhkan jumlahnya lebih besar. 
Dalam asuransi jiwa, untuk keadaan dimana sang nasabah tetap 
hidup, perusahaan akan mengembalikan sejumlah dana yang 
telah dibayarkan melalui premi-premi sesuai waktu yang 
ditentukan dalam polis. Pengembalian premi-premi tersebut 
digabungkan dengan bunga dari hasil investasi yang dilakukan 
perusahaan. Semua instrumen investasi dilakukan dengan 
mekanisme bunga46. 
2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan 
Pertama, Syaikh Abdur Rahman Isa, Guru Besar Universitas Al-
Azhar. Dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan 
praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam 
terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini 
menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah 
menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum 
syara’ patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut 
kepentingan umum, maka halal menurut syara’. 
                                                             
46 Ibid., hlm. 65.  
 
 
50 
 
Beliau berpendapat bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dan 
nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling 
meridhai. Itu merupakan perbuatan yang melayani kepentingan 
umum, memlihara harta milik orang-orang, dan menolak risiko harta 
benda yang terancam bahaya. Sebaliknya, perusahaan asuransi 
memperoleh laba yang memadai yang disepakati oleh kedua belah 
pihak. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung 
mashlahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan 
Allah SWT. Bagi kepentingan kita dan bagi manusia perbuatan ini 
diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya, baik 
dari kitab, sunnah, ijma’, qiyas47. 
Kedua, Syekh Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas 
Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad 
mudharabah. Akad mud}arabah dalam syariat Islam ialah perjanjian 
persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh 
satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Demikian pula 
dalam asuransi, orang yang berkongsi (nasabah), memberikan 
hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain 
(perusahaan asuransi) “memutarkan” harta tadi, sehingga dapat 
menghasilka keuntungan timbal balik, baik bagi para nasabah 
maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. Dalam 
                                                             
47  Ibid., hlm. 71. 
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hubungan ini ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan 
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan 
(bunga teknik) sebesar minimalnya 3% atau 4% (di Indonesia 
biasanya 7-9 persen) adalah mud}arabah yang tidak sah. Maka, Syekh 
Abdul Wahab memberikan jawaban sebagai berikut: 
1. Tafsir ayat riba> dalam surah al-Baqarah adalah, “Tiadalah 
termasuk riba>  yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas 
keharamannya), apabila seseorang memberikan modalnya 
kepada orang lain (untuk dijadikan modal usaha) dengan 
menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. 
Memang hal ini berbeda dengan pendapat fuqaha yang 
menetapkan bagian keuntungan pemilik modal, berdasarkan 
keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan.  
2. Persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan 
berdasarkan laba dan tidak ada ketentuan tertentu (persentase 
dari modal) belum diterima sebagian mujtahidin ‘fuqaha’, 
dalam hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang telah 
disepakati.  
Pendapat Syekh Abdul Wahab dalam majalah Hiwaul Islam no 11 
tahun V11 ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi 
jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), 
bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak 
seseorang. Juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar, 
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melainkan merupakan tabungan, koperasi dan memberikan 
kecukupan dan kepentingan nasabah-nasabah yang usianya telah 
lanjut dan kepentingan ahli warisnya, ketika dia tiba-tiba meninggal 
dunia. Syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau 
bahayanya lebih besar dari manfaatnya48.  
Ketiga, Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, Wakil Rektor Universitas 
Al-Azhar Mesir. Beliau berpendapat bahwa asuransi hukumnya 
halal karena beberapa sebab: 
a. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong menolong 
b. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk 
mengembangkan harta benda 
c. Asuransi tidak mengandung unsur riba 
d. Asuransi tidak mengandung tipu daya 
e. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT 
f. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh 
melarat karena suatu musibah 
g. Asuransi memperluas lapangan kerja baru49 
Keempat, Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi, Penasehat Pengadilan 
Tinggi Mesir, beliau mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah 
meringankan dan memperlunak tekanan kerugian, memelihara harta 
nasabah, dan memelihara harta nasabah yang sekiranya ia 
                                                             
48 Ibid., hlm. 72-73. 
49 Ibid., hlm. 73.  
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menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang 
dipikulnya, akibat hilangnya harta bendanya. Karena terpeliharanya 
harta benda merupakan salah satu tujuan agama, maka asuransi 
boleh menurut syara’.  
Menghilangkan malapetaka dengan jalan pemberian polis dari pihak 
penanggung kepada tertanggung dan pembayaran premi oleh pihak 
tertanggung kepada penanggung, menjauhkan asuransi dari  bentuk 
yang menyerupai perjudian dan mengeluarkannya dari lingkaran 
perikatan yang tidak tertentu. Sesungguhnya asuransi itu tolong 
menolong diantara para nasabah. Dan asuransi yang benar bukanlah 
hasil kebetulan, melainkan tunduk dibawah aturan perhitungan yang 
hampir pasti. 
Untuk mempertegas argumen diatas, ia merujuk kepada dalil 
peraturan agama tentang tindak pidana yang tidak disengaja. 
Dimana Rasululloh SAW memerintahkan kepada wali-wali dan 
pelaku pidana untuk membantu membayar diyatnya dengan 
sabdanya “ Ambilah dan tebuskah diyatmu”. Rasululloh telah 
menetapkan adanya pembayaran denda yang diterima oleh 
korban/keluarganya dari keluarga pelaku tindak pidana yang tidak 
disengaja. Semua itu dimaksudkan untuk meringankan beban, 
karena ketidakmampuan pelaku memikulnya sendiri50. 
                                                             
50 Ibid., hlm. 73-74. 
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Kelima, Prof. Must}afa Ah}mad Zarqa, Guru Besar pada Universitas 
Syiria, dan cukup produktif dalam menuli seputar ekonomi Islam. 
Syaikh az-Zarqa berpendapat, jika ada diantara anggota sebuah 
asuransi sebelum preminya selesai diangsur, maka kepadanya 
dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah 
diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan 
bagi kedua belah pihak, karena itu hukum syara’ membolehkan. 
Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sistem asuransi ini memberi 
keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, 
kebolehannya karena tidak ada garar. Perikatan asuransi dipandang 
sebagai prinsip yang d}aruri menurut syara’ dan harus dipraktekan 
dilingkungan pegawai negri, yaitu peraturan pensiun dan 
pendapatan pegawai51. 
C. Metode Ijtihad 
1. Pengertian Ijtihad 
Secara etimologi ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu 
ijtiha>dan artinya  bersunggung-sungguh atau mengerahkan segala 
kemampuan yang dipunya untuk melakukan sesuatu, sedangkan secara 
terminologi ijtihad adalah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk 
menggali (istinbat}) dan menetapkan suatu hukum baru dari Al-Quran 
                                                             
51 Ibid., hlm.75.  
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dan Sunah. Ijtihad terjadi terhadap hal-hal yang baru yang belum pernah 
ada dimasa Rasululloh SAW52. 
Menurut Rachmat Syafi’i, secara etimologis kata ijtihad artinya 
kesulitan dan kesusahan (al-masyaqqah), juga di artikan dengan 
kesanggupan dan kemampuan (at-t}aqat). Didalam Al-quran  surah At-
Taubah ayat 79, Allah berfirman53: 
             
                  
               
Artinya: “(orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela 
orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 
(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) 
selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu 
menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan 
untuk mereka azab yang pedih”. 
 
Ijtihad menurut ulama ushul fiqih, yaitu: “ Mengerahkan daya atau 
kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ 
yang terperinci”54. 
Abu Zahra mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala 
kemampuan yang terdapat pada seorang ahli hukum Islam dalam 
                                                             
52 Nurhayati, dkk, Fiqh Dan Usul Fiqh, (Jakarta; Kencana, 2018), hlm. 43. 
53 Bani Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 178.  
54 Ibid., hlm. 179.  
 
 
56 
 
beristinbat} (menggali) hukum Islam yang bersifat praktis dari dalil yang 
terperinci55. 
Dari definisi diatas dapat diambil hakikat dari ijtihad sebagai 
berikut: 
a. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal 
b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat 
tertentu dibidang keilmuan disebut faqih. 
c. Produk atau usaha yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan kuat 
tentang hukum syara’ yang bersifat ‘amaliah. 
d. Usaha ijtihad ditempung dengan cara-cara istinbath 
2. Dasar Hukum Ijtihad 
Kedudukan ijtihad sangat penting dalam dunia Islam, terlebih jika 
berhubungan dengan hukum  syari’ah ‘amaliyah yang membutuhkan 
dalil-dalil yang pasti. Al-quran menyusuruh kepada orang-orang yang 
beriman agar menggunakan akalnya dengan baik untuk berijtihad. 
Berhubungan dengan pernyataan ini, ijtihad yang dilakukan fuqaha 
didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Al-H}asyr ayat 256: 
                     
                        
                                                             
55 Ibid.  
56 Bani Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 182.  
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                       
                      
          
Artinya: “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 
kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang 
pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan 
merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat 
mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan 
kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. 
dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka 
memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan 
tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk 
menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”. 
 
Mereka diperintahkan untuk mengerahkan kemampuan berfikir agar 
pada ayat-ayat Allah tersebut dapat dikeluarkan kandungan hukum serta 
hikmah-hikmahnya. Jalan untuk mengerahkan akal pikiran sehingga 
dapat memahami ayat secara mendalam, dan menerapkannya dalam 
kehidupan, baik secara personal maupun komunal adalah ijtihad. 
Didalam surah Al-‘Ankabut ayat 69 disebutkan57: 
                     
   
Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 
kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik”. 
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Ayat tersebut menunjukan dua macam mujahadah, yaitu jihad dan 
ijtihad. Kerja keras yang sungguh-sungguh dengan fisik disebut jihad, 
sementara mengerahkan pikiran untuk menggali makna, maksud, dan 
hukum-hukum dalam nash Al-quran atau As-sunnah disebut dengan 
ijtihad. 
Dasar hukum adanya ijtihad dalam menggali hukum Islam, atau 
ijtihad sebagai metode istinbat} hukum, bukan hanya dari Al-quran. 
Terdapat beberapa hadist yang menjadi dalil kebolehannya berijtihad, 
yaitu sebagai berikut58: 
Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 
 َلْوُسَر َع َيسَ ُهََّنا ْصاَعْلا ُنْب وُرْمَع ْنَع  ُلْوُق َي ملسو هيلع الله ىلص يالله: 
 َف َباَصَا َُّثُ َدَه َتْجاَف ُميكَالحْا َمَكَح اَذيا ْجاَو َمَكَح اَذيَاف يناَرَْجا ُهَل َُّّثُ َدَه َت
 ٌرْجَا ُهَل َف ََأطَْخا 
Artinya “Dari Amr bin Ash, dia mendengar Rasululloh SAW bersabda, 
apabila hakim berijtihad dan hasil ijtihad nya benar, maka ia 
memperoleh dua pahala, apabila ijtihadnya salah ia memperoleh satu 
pahala” ( Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
Hadist yang disebutkan oleh Mukhtar Yahya dan Fathulrahman 
yang menyebutkan: 
ملسو هيلع الله ىلص يالله َلْوُسَر ََّنا  يّنيا : لاق ي ْأَّرل يبَ ْمُكَن ْ ي َب ي يضْق
يا  
 ٌيْحَو يهْييف ْلَز ْ ن ُي َْلَ اَمْييف 
Artinya “Rasululloh SAW bersabda, aku memutuskan perkara diantara 
kamu dengan pendapat (ra’yu ku) dalam peristiwa yang tidak di 
turunkan wahyu kepadanya” 
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Hadist-hadist tersebut menjadi dalil adanya ijtihad dalam 
menetapkan hukum, terutama jika dalam masalah yang dihadapi, 
ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam Al-quran dan As-sunah. 
Ijtihad dapat dilakukan bukan hanya oleh fuqaha atau ushulliyyin. 
Seorang hakim dipengadilan pun, jika menemukan masalah yang 
membutuhkan pemikiran mendalam dapat melakukan ijtihad  dalam 
memutuskan perkara yang dihadapi59. 
3. Macam-Macam Metode Ijtihad 
Dalam kajian ushul fiqih, ijtihad merupakan salah satu metode yang 
digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud dan hukum-
hukum yang terdapat dalam Al-quran dan As-sunah60. Ada beberapa 
metode ijtihad akan dikemukakan disini adalah sebagai berikut: 
a. Ijma’ artinya kesepakatan seluruh fuqaha/ulama setelah Rasululloh 
SAW wafat dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-quran 
dan Hadist. Ijma’ merupakan keputusan bersama yang dilakukan 
fuqaha/ulama dalam berijtihad dan hasilnya diikuti seluruh umat 
b. Qiyas adalah membandingkan (analogi) dan menetapkan suatu 
hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, tetapi 
memiliki kesamaan dalam ‘illat (sebab), manfaat , bahaya dan 
                                                             
59 Bani Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 185. 
60 Bani Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 187. 
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berbagai aspek dengan perkara terhdahulu sehingga dihukumkan 
sama. 
c. Istihsan mengandung beberapa pengertian: 
1) Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fa>qih (ahli fiqh) hanya 
karena dia merasa bahwa hal itu adalah benar. 
2) Argumentasi dalam fikiran seorang faqih (ahli fiqh) tanpa bisa 
diapresikan secara lisan olehnya. 
3) Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk 
maslahat orang banyak. 
4) Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah 
kemadlaratan 
5) Tindakan menganalogikan suatu perkara dimasyarakat terhadap 
perkara yang ada sebelumnya. 
d. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang 
tidak ada nash nya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia  
berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari 
kemadlaratan. 
e. Sududuz\ z\ariah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah 
menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. 
f. Istis}hab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan 
sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. 
g. ‘Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat 
dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak 
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bertentangan dengan aturan-atiran prinsipil dalam Al-quran dan 
Hadist61. 
h. Maz\hab s}ahaby pendapat para sahabat yang menempati kedudukan 
tertinggi seteal ketentuan hukum Islam tidak ditentukan dalam Al-
quran dan As-sunah. Hal itu didasarkan kepada alasan bahwa para 
sahabat adalah orang-orang yang bergaul sangat dekat dengan 
Rasululloh SAW, dan banyak menyaksikan langsung sebab-sebab 
turunnya Al-quran. Bahkan, para sahabat sering menanyakan secara 
langsung kepada Rasululloh SAW perihal kehidupan sosial, hukum, 
ekonomi, budaya, dan sebagainya, yang kemudian dijawab oleh 
Rasululloh SAW dengaan wahyu atau fatwa-fatwanya62. 
i. Syar’u man qablana artinya syari’at sebelum kita. Semua syariat 
yang telah ada sebelum syari’at Islam diadopsi dan disempurnakan 
oleh Islam melalui Al-quran dan As-sunah63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
61 Nurhayati, dkk, Fiqh Dan Usul Fiqh, (Jakarta; Kencana, 2018), hlm. 45. 
62 Bani Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 192. 
63 Ibid. 
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BAB III 
PEMIKIRAN MUST}AFA AH}MAD ZARQA 
 
A. Biografi Must}afa Ah}mad Zarqa 
Must}afa Ah}mad Zarqa lahir di Halab ( Allepo), Suriah, pada tahun 1322 
H./1904 M. dari keluarga yang religius. Nama lengkapnya adalah Musthafa 
bin Ahmad bin Sayyid Ustman bin Muhammad bin Abdul Qadir Az-Zarqa. 
Beliau tumbuh dan berkembang dibawah bimbingan kakeknya yakni Syeikh 
Muhammad Az-Zarqa yang merupakan salah satu ulama terkemuka 
didaerahnya1. 
Beliau juga dibimbing langsung oleh ayahnya Ahmad Az-Zarqa, yang 
juga salah satu ulama terkenal dengan keahliannya dibidang ilmu fikih 
madzhab Hanafi, komentator qorun pertama dalam Dinasti Usmaniyah 
yakni Majallat al-Ahkam al-Adliyah2. 
Must}afa Ah}mad Zarqa memulai belajar Al-Quran sejak dini kemudian 
dilanjutkan beberapa kitab ilmu-ilmu gramatikal Arab seperti Al-Kafrawi 
‘ala Al-Jurumiyyah kepada Syeikh Mahmud bin Sa’id Assankari. Belajar 
bahasa Perancis di Madrasah al-Firir al-Faransiyah3.  
Selanjutnya beliau belajar di Madrasah Al-Khasrawiyah di Halab dan 
belajar kepada Syeikh Muhammad Bahruddin al-Hasani pakar hadist 
terkenal, Syeikh Ahmad Az-Zarqa tentang fikih Hanafi dan Qawaid al-
                                                             
1 Mohammad Mufid, Belajar Dari Tiga Ulama Syam (Bandung: Elex Media Komputindo, 
2015), hlm. 15.  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Ahkam al-Adliyah. Beliau juga belajar kepada sejarawan terkemuka Syeikh 
Muhammad Raghib at-Tabbah tentang hadist dan sejarah biografi nabi 
Muhammad saw, (Sirah Nabawiyah) dan kepada Syeikh Muhammad al-
Hanafi tentang ilmu tauhid, yakni kitab Syarah Jauharah at-Tauhid4. 
Dalam bidang formalnya Must}afa Ah}mad Zarqa mengikuti program 
pendidikan ilmu umum dan berhasil lulus lisence pada kelas ilmu 
pengetahuan dan sastra dengan nilai tertinggi se-nasional Suriah. Kemudian 
dilanjutkan sekolah konsentrasi matematika dan filsafat yang juga lulus 
mendapatkan ijazah lisence keduanya5. 
Dalam bidang akademiknya beliau meneruskan kuliah di Universitas 
Damaskus di dua fakultas sekaligus. Pada tahun 1933 M beliau lulus dengan 
peringkat tertinggi dari Fakultas Hukum dan Fakultas Adab (sastra), dan 
pada tahun 1947 M, ia berhasil mendapat gelas magisternya dibidang 
syariah di Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir dibawah bimbingan 
Syeikh Abdul Qadir al-Mubarak, Abdul Qadir al-Maghribi, Syeikh Salim 
al-Jundi, dan pujangga terkenal dari negri Syam, Syafiq Jabri6. 
Karir intelektual Must}afa Ah}mad Zarqa dimulai seusai menyelesaikan 
atudinya di Kairo. Ia mengawalinya dengan ikut mengajar di Madrasah al-
                                                             
4 Mohammad Mufid, Belajar Dari Tiga Ulama Syam (Bandung: Elex Media Komputindo, 
2015), hlm. 16.  
5 Ibid. 
6 Ibid., hlm. 17. 
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Kharawiyah membantu ayahnya. Selain itu beliau juga mengasuh pengajian 
ayahnya di masjid al-Umawi di Halab dan masjid al-Khair7. 
Pada tahun 1944 M, Must}afa Ah}mad Zarqa hijrah ke Damaskus untuk 
menjadi dosen di Fakultas Hukum. Beliau juga mengajar di Fakultas 
Syariah di Universitas Damaskus sejak tahun 1954 M, ia bertahan 
mengampu mata kuliah Hukum Sipil dan Hukum Islam hingga tahun 1966 
M. pada tahun 1971 M-1983 M menjadi dosen Universitas Yordania pada 
Fakultas Syariah dengan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, 
Pengantar Ilmu Fikih, Kaidah Qonun Sipil8. 
B. Aktifitas Sosial dan Kemasyarakatan  
Must}afa Ah}mad Zarqa hidup dalam lingkungan keagamaan yang kuat 
di mana kakek dan ayahnya adalah ulama besar madzhab Hanafi membawa 
dampak yang positif dalam kehidupan Mustafa. Dengan bekal itu, Must}afa 
tumbuh dan berkembang menjadi ulama terkemuka madzhab Hanafi. 
Namun selain keilmuan madzhab Hanafi, beliau juga sangat menguasai 
ketiga madzhab yang berkembang di Dunia Islam, dan penguasaan bahasa 
Prancis yang menjadi dasar untuk memahami keilmuan modern9.   
                                                             
7 Ibid. 
8 Mohammad Mufid, Belajar Dari Tiga Ulama Syam (Bandung: Elex Media Komputindo, 
2015), hlm. 15-18. 
9 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis,  diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 65. 
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Beliau mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan dan 
menyusun ulang fikih Islam, hal itu dilakukan dengan menjadi pengajar, 
terlibat dalam komite-komite fikih dan menulis karya-karya fikih10. 
Setelah lulus kuliah beliau mengajar al -Adab al- ‘Arabi (Sastra Arab), 
fikih (kitab ad-Duror Syarh al-G}arar) dan ushul al-fiqh (kitab Kasyf al-
Asrar karya al-Bazdawi) di sekolah Khesrevye (al-Khasrawiyah). Di 
samping itu beliau juga mengajar di tempat ayahnya, Masjid al -Khair  dan 
di sekolah Syu’baniyah, dan al-Madrasah al-Khasrawiyahan Nizamiyaah 
yang kemudian lebih dikenal dengan as-Sanawiyah as-Syari’yah (sekolah 
menengah atas keagamaan). Sembari mengajar beliau juga sempat menjadi 
praktisi hukum setelah lulus dari Fakultas Hukum selama sepuluh tahun, 
sehingga memiliki pengalaman dalam bidang hukum11. 
Pada tahun 1944 Musthafa diangkat menjadi dosen Hukum Perdata dan 
Syari’ah Islam di Fakultas Hukum di Universitas Suriyah. Beliau diangkat 
disana dan kemudian terpilih sebagai kepala departemen hingga mencapai 
usia pensuin pada akhir tahun 1966. Ketika University of Suriah mendirikan 
Fakultas Syari’ah pada tahun 1954, beliau memberikan beberapa kuliah. 
Musthafa juga mengajar Hadis di Fakultas Budaya selama beberapa tahun, 
di mana pada saat itu beliau menulis bukunya Fi al-Hadis an -Nabawi. Pada 
                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid., hlm. 66. 
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tahun 1954 beliau juga memberikan kuliah tentang Hukum Perdata Suriah 
di Institut for Higher Arabic Studies yang berafiliasi ke Liga Arab12. 
Must}afa menjabat dalam komite yang menangani penulisan Ensiklopedi 
Fikih di Fakultas Syari’ah University of Damascus yang dimulai pada tahun 
1955. Beliau juga menjadi pengawas pencetakan dan penerbitan Mu’jam al 
-Fiqh karya Ibn Hazm serta ad -Dalil li Mawtin al-Musthalahat al-
Fiqhiyyah . Pada tahun 1966 M. Kementerian Wakaf serta Urusan 
Keislaman Kuwait mengangkat Musthafa sebagai kepala proyek pembuatan 
ensiklopedi Islam. Beliau menjabat selama lima tahun kemudian mengajar 
di Fakultas Syari’ah University of Jordan. Beliau berada di sana hingga 
tahun 1971-1989 M. Selama periode tersebut dia mengajarkan karya 
besarnya, al -Madkhal al-Fiqhi al-‘Amm13. 
Pada tahun 1952 Musthafa menjadi anggota Dewan Penulisan Hukum 
Keluarga Suriah yang didasarkan pada syari’at Islam. Beliau juga 
memimpin komite Trilateral yang melibatkan mufti Mesir, Syekh Hasan 
Ma’mun, serta Dr. Abdul Hakim Farraj, kepala Supreme Administrative 
Court pada tahun 1959-1960. Komite ini menangani persiapan pembuatan 
hukum keluarga bersama antara Mesir dan Suriah. Antara tahun 1981-1984, 
Departemen Hukum Liga Arab memilih Musthafa sebagai sekretaris umum 
anggota Dewan Pakar Perumusan Sistem Hukum Perdata yang sama bagi 
negara-negara Arab, yang diambil dari Yurispudensi Islam. Sejak awal 
                                                             
12 Ibid. 
13 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 67.  
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kemunculannya pada tahun 1978, The Moslem Word League (Liga Muslim 
Dunia) juga telah memilih Musthafa sebagai anggota Royal Academy untuk 
penelitian keislaman14. 
Must}afa Ah}mad Zarqa juga berpartisipasi dalam kemerdekaan 
negerinya, Suriah dari Perancis. Pada tahun 1954 dan 1961 beliau perpilih 
menjadi anggota parlemen Suriah. Beliau juga pernah menjadi Menteri 
Hukum dan Perwakafan pada tahun 1956 dan 196215. 
Di samping berbagai jabatan prestisius yang pernah diembannya, pada 
tahun 1984 Must}afa menerima Penghargaan Internasional King Faisal atas 
kontribusinya dalam bidang fikih, yaitu berkat karyanya al -Madkhal Ila 
Nazariyah al-Iltizam fi al-Fiqh al-Islami. Beliau juga terlibat dalam 
pembuatan dan pengembangan kurikulum untuk beberapa Universitas, 
antara lain Fakultas Syariah University of Damascus pada tahun 1945 M, 
Fakultas Syari’ah dan Ushuluddin al-Azhar University pada tahun 1960-
1961 M, Islamic University di Madinah dan Fakultas Syariah di Makkah 
pada tahun 1962 M16. 
Must}afa Ah}mad Zarqa memiliki banyak murid terkenal antara lain, 
Syekh Abd al-Fattah Abu Gudah sang pakar hadis, Syekh Muhammad 
Mallah yang merupakan pakar fikih Hanafi, Dr. Abd ar-Rahman Ra’fat 
                                                             
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid., hlm. 68. 
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Basya pakar bahasa dan sastra Arab, serta Syekh Muhammad Fauzi 
Faidullah sang pakar fikih, usul fikih dan sastra Arab17. 
C. Karya-Karya Must}afa Ah}mad Zarqa 
Must}afa Ah}mad Zarqa seorang ulama yang memahami semua madzhab 
dengan baik, beliau dan ayahnya memilih madzhab Hanafi. Karya-karya 
tulisnya mencakup beragam persoalan dalam berbagai madzhab dengan 
penekanan pada madzhab Hanafi.   
Karya monumental adalah seri kitab al-Fiqh al-Islami fi S\awbihi al-
Jadid (Fikih Islam dalam Format Baru) dalam empat juz yang ditulis ketika  
mengajar di Universitas Damaskus. Kitab ini merupakan karya besar yang  
mampu menjembatani kesenjangan antara khazanah Islam tradisional 
dengan kajian-kajian moderen dan dapat difahami kendati bukan dari latar 
belakang mahasiswa syariah. Bagian pertama dan kedua berjudul al-
Madkhal ila al-Fiqhi al-‘Am (Pengantar kepada Fikih Umum), bagian yang 
ketiga berjudul al-Madkhal ila an-Nazariyah al-‘Ammah li al -Iltizamat fi 
al-Fiqhi al-Islami (Pengantar kepada Teori Umum Perikatan Hukum Islam) 
yang mendapat penghargaan dari Raja Faisal pada tahun 1404 H. Sedangkan 
bagian keempat berjudul al-Uqud al-Musammah fi al-Fiqh al-Islami, ‘Aqd 
al- Bay’ (Akad-akad Bernama dalam Hukum Islam, Transaksi Jual Beli). 
                                                             
17 Ibid. 
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Sedangkan seri yang kedua dalam tiga bagian adalah tentang penjelasan 
hukum perdata Suriah18. 
Karya-karya ilmiah Must}afa Ah}mad Zarqa berjumlah 13 buku, delapan 
buku merupakan serial kajian fikih dan empat buku lainnya merupakan 
kajian serial qanun. Berikut karya-karyanya:19 
1. Al-Fiqh al-Islami fi> Tsaubihi al-Jadid 
2. Ahkam al-Auqaf  
3. ‘Aqdu at-ta’min wa Mauqif as-Syariah Minhu 
4. Risalah Fi al-Hadis an-Nabawi  
5. Ahkam az-Zawaf wa al Ahwal al-Mutafarriyah anhu 
6. S}iyaghah Qanuniyah li Naz}ariyah at Ta’assuf bi Isti’mal al Haq fi 
Qanun al-Islami 
7. Niz}am at-Ta’min Haqiqatuhu wa ar-Ra’yu asy-Syar’i fihi 
8. Al-Istis}lah wa al-Mas}alih al-Mursalah fi as-Syar’iyyah al-Islamiyah 
9. Al-Fi’lu ad-Dhar wa ad-D}aman fihi   
10. Ad}aman Muhammat Khatam ar-Rasulillah Majma’ Ad}amat Al-
Bashariyah 
11. Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah 
12. Majmu’ah Fatawa Syeikh Musthafa az-Zarqa’ 
                                                             
18 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis, diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 69. 
19  Mohammad Mufid, Belajar Dari Tiga Ulama Syam (Bandung: Elex Media Komputindo, 
2015), hlm. 18-20. 
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13. Al-‘Aql wa al-Fiqh fi Fahmi al-Hadis an-Nabawi 
D. Corak Pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa 
Must}afa Ah}mad Zarqa dapat dikatakan sebagai ulama kontemporer 
yang menjadi pembaharu dalam studi hukum Islam. Karya-karya yang 
dihasilkan dari buah tangannya menjadi rujukan bagi pakar-pakar 
sesudahnya dalam menyusun dan merangkai kaidah hukum Islam. Must}afa 
Ah}mad Zarqa adalah seorang ulama yang memiiliki pemikiran mendalam 
dan jauh kedepan. Di sini penulis tidak akan mengutip pemikiran Must}afa 
Ah}mad Zarqa satu persatu dalam bidang fikih, karena membutuhkan 
penelitian yang lama. Di bawah ini adalah beberapa pola berpikir dalam 
bangunan pembaharuan fikih Zarqa dan sekaligus karakteristik Zarqa dalam 
mengungkapkan hukum Islam20. 
1. Mempertimbangkan pengaruh zaman dan tempat dalam berijtihad  
Bagi penelaah karya-karya Must}afa Ah}mad Zarqa, akan sering 
menemukan kalimat‚ zaman dan masa berulang-ulang yang 
menunjukan bahwa zaman sangat berpengaruh dalam penentuan hukum 
Islam ijtihadi. Begitu juga pengaruh lingkungan pendidikan dan 
masyarakat terhadap para pakar dalam memahami nass-nass dan ijtihad 
mereka dalam penetapan hukum oleh karena itu hukum-hukum yang 
baru tidak sepenuhnya mengikuti pola pikir hukum fikih zaman dahulu 
                                                             
20 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis, diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 70.  
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akan tetapi lebih mengedepankan pertimbangan kaidah-kaidah dan 
maslahah21. 
Contoh dari hal ini adalah tentang pandangan beliau terhadap 
transanksi baru, yang salah satunya adalah asuransi yang baru hadir pada 
abad ke 15.  Kontrak asuransi adalah kontrak baru yang 
penghukumannya harus berdasarkan kaidah-kaidah umum dan 
maslahah, seperti terjadi pada bai’ al -wafa’. Menurut beliau asuransi 
adalah akad baru dan tidak boleh disamakan dan diqiyaskan dengan 
akad-akad yang lebih dulu dikenal dalam fikih Islam, akan tetapi 
penetapan hukumnya harus berdasar pada tujuan akhir dari kontrak 
tersebut dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah umum dalam teori 
perikatan dengan beberapa pengecualian jika diperlukan22.  
2. Senantiasa mempertimbangkan situsai yang tidak ideal 
Salah satu ciri dari Must}afa Ah}mad Zarqa adalah memelihara 
prinsip darurat dalam beberapa hal yang terjadi pada sendi-sendi 
kehidupan manusia. Az-Zarqa sering menggunakan prinsip ini jika 
memang keadaan menuntut untuk memakai prinsip tersebut. Dalam 
beberapa hal beliau sering menggunakan dalil  
 يتَارْوُظْحَمْلا ُحْييُبت ُةَرُرَّضَلا 
Keadaan darurat dapat membuat hal-hal dilarang menjadi 
diperbolehkan  
                                                             
21 Ibid., hlm. 74. 
22 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 74. 
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Akan tetapi penggunaan kaidah ini dipenuhi dengan beberapa 
catatan, batasan, syarat dan dengan kadar yang sewajarnya dan tidak 
bisa digunakan di sembarang tempat23. 
Salah satu contoh kasus dalam penerapan hal ini adalah 
diperbolehkannya membuka aurat bagi pasien perempuan di hadapan 
dokter laki-laki jika tidak ada dokter perempuan. Dalam penerapan 
kaidah ini, beliau juga menggunakan kaidah yang lain. Di antaranya 
adalah Ma> jaza Li’uz }rin Bat}ala Bizawalih “sesuatu yang diperbolehkan 
jika dalam keadaan darurat, maka ketika keadaan itu hilang maka hal itu 
menjadi tidak boleh”.  Contoh lain yang berkaitan dengan kaidah 
tersebut adalah beliau pernah membolehkan menabung di bank-bank 
konvensional karena kebutuhan manusia yang mendesak dan jika 
disimpan dirumah akan membahayakan terhadap harta tersebut dan 
tidak ada jalan lain kecuali disimpan di bank. Akan tetapi setalah banyak 
berdiri bank-bank syar’ah di beberapa negara Arab, maka darurat itu 
menjadi hilang dengan sendirinya karena menyimpan di bank-bank 
konvensional dapat memperkuat terhadap bank tersebut dengan 
meluasnya praktik riba24. 
3. Mementingkan Ijtihad Kolektif   
Must}afa Ah}mad Zarqa adalah termasuk salah satu yang ulama yang 
pertama menyerukan terhadap pembentukan majma’ al -fiqh . Pada 
                                                             
23 Ibid., hlm. 75. 
24 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 76. 
 
 
73 
 
Konverensi Liga Muslim Dunia yang dilaksanakan di Makkah pada 
tahun 1384 H/1964 M ia mengusulkan tentang pembentukan majma’ 
fiqhi beliau mengusulkan, jika saya ingin menghidupkan kembali 
kehidupan fikih syari’ah dengan ijtihad yang wajib diteruskan secara 
syari’at, dan merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi 
permasalahan banyak zaman dengan legitimasi yang bijaksana, 
penelitian yang mendalam, dalil kuat, jauh dari kecurigaan, dan 
ketidakpercayaan. Satu-satunya cara untuk memperoleh hal tersebut 
adalah memilih untuk berijtihad secara berkelompok, sebagai alternatif 
dari ijtihad individu, dengan cara pembentukan majma’ fiqhi yang 
mengumpulkan ulama paling terkenal di setiap negara Islam, dan 
ditambah dengan pakar dalam bidang umum untuk memperkuat analisa 
seperti, pakar ekonomi, undang-undang, sosiologi, kedokteran dan 
sebagainya25. 
Namun perlu diperhatikan bahwa ijtihad kolektif yang diusulkan 
beliau tidak dapat menggantikan ijtihad individu seperti yang dilakukan 
oleh para imam mujtahid seperti Imam Syafi’i, Imam Malik Imam 
Ahmad ibn Hambah dan Imam Abu Hanifah dsb. Pentingnya ijtihad 
kolektif ini dipandang sebagai media untuk saling bermusyawarah, 
mengungkapkan pendapat dan memperdebatkan masalah-masalah 
penting kontemporer26. 
                                                             
25 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 77. 
26 Ibid. 
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4. Pemahaman terhadap ‘illah  hukum dan hikmahnya  
Az-Zarqa sangat mementingkan terhadap pemahaman ‘illah dan  
hikmah dibalik penetapan hukum yang diikat dengan tujuan syari’at  
secara umum. Menurut beliau ‘illah sangat erat kaitannya dengan 
keberadaan hukum dan ketiadaan hukum walaupun dalam ketentuan-
ketentuan ibadah. Dalam masalah waris anak perempuan,  beliau 
menyebutkan bahwa, bagian anak perempuan setengah dari bagian laki-
laki hanya ada empat kasus dalam ilmu waris. Namun yang perlu 
diperhatikan dalam penetapan tersebut tentunya mengandung ‘illah dan 
hikmah dari disyari’atkannya hukum ini. Beliau menjelaskan pihak 
perempuan semuanya diberi nafkah oleh pihak laki-laki. Jika masih 
dalam naungan bapaknya, maka yang memberi nafkah adalah sang 
bapak, sedangkan anak laki-laki, sang bapak tidak wajib memberi 
nafkah sang anak laki-laki jika sudah mampu mencari nafkah sendiri. 
Setelah bapaknya meninggal, maka yang wajib memberi nafkah adalah 
saudara laki-laki jika mampu, jika tidak maka oleh kerabat laki-laki 
yang lebih dekat lagi. Kemudian setelah menikah menurut hukuam 
Islam yang wajib memberi nafkah adalah suaminya kendati dia kaya dan 
sudah bekerja27. 
Dengan demikian bagian waris anak perempuan yang hanya 
setengah dari bagian laki-laki dari bapak atau ibunya merupakan bagian 
                                                             
27 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 78. 
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yang cukup bahkan banyak dari pada anak laki-laki jika dipandang dari 
beban yang ditanggung oleh anak laki-laki28. 
Melihat sebagian corak pemikiran Must}afa Ah}mad Zarqa 
sebagaimana terurai di atas dapat diketaui bahwa ia sangat hati-hati, dan 
melakukan penelitian yang mendalam sebelum memutuskan hukum 
Islam kendati beliau cenderung memilih pendapat yang mudah dan 
ringan dan sangat memperhatikan kondisi zaman. Sedangkan kaitannya 
dengan kontrak asuransi, beliau melakukan penelitian yang mendalam 
tentang kantrak tersebut yang kebanyakan referensi asuransi pada masa 
itu berbahasa Perancis. Kepiawaiannya terhadap bahasa asing menjadi 
modal besar dalam meneliti kontrak-kontrak yang berasal dari Dunia 
Barat termasuk asuransi. Penelitian hakikat asuransi sangat penting, 
karena ketidak fahaman mengenai kontrak tersebut dapat memunculkan 
penetuan hukum yang menyimpang dari kaidah ushuliyyah dan al-
mas}lahah asy- syar’iyyah29.  
Corak pemikiran yang menonjol dalam menetapkan hukum asuransi 
adalah pemahaman mendalam mengenai apa dan bagaimana asuransi, 
menghindari fanatisme madzhab dengan memilih pendapat yang 
membolehkan ketika terjadi perbedaan pendapat di dalamnya dan 
pementingan ‘illah, hikmah dan mas}lahah30. 
                                                             
28  Ibid. 
29  Ibid., hlm. 79. 
30 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi ..., hlm. 79. 
 
 
76 
 
E. Akad Asuransi Dalam Pandangan Must}afa Ah}mad Zarqa 
Menurut Must}afa Ah}mad Zarqa makna asuransi secara istilah adalah 
kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun 
pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia 
dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan 
terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan kehidupnya atau dalam 
aktifitas ekonominya31. 
Selanjutnya berdasarkan kutipan dalam kitab  An -Nizam al - Ta'm in 
Haqiqatuhwa Ra'yuasy - Syar'ifih karya Must}afa Ah}mad Zarqa yang 
dituliskan oleh Hasanuddin  yaitu, asuransi adalah transaksi antara dua 
pihak yang pertama dinamakan penanggung dan yang kedua dinamakan 
tertanggung yang mana pihak penanggung wajib memberikan dana kepada 
tertanggung atau cicilan rutin atau kompensasi lain kepada tertanggung 
ketika terjadi kecelakaan atau bahaya sebagaimana tertera dalam transaksi 
yang merupakan ganti rugi dari premi atau apa saja yang dibayarkan oleh 
tertanggung kepada penanggung32. 
Beliau juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para 
ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta’awun dan tad}amun yang 
bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-
musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung dengan cara 
                                                             
31 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 29.  
32 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis, diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 83. 
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memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti 
tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama 
ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang 
berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu 
masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban33. 
Praktik asuransi dalam dunia Islam baru dikenal pada sekitar abad 19 
Masehi dimana pada masa itu perdagangan antara Dunia Eropa dan Timur 
Islam sedang mengalami kemajuan yang pesat. Praktik yang ada ketika itu 
adalah dimana para pedagang wajib membayar premi kepada kantor 
perwakilan perusahaan Eropa yang ada dinegara Islam, dan jika para 
pedagang dari daerah Islam tersebut berlayar dan mengalami kecelakaan, 
maka ahli warisnya akan menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan 
dalam kontrak seberapapun kerugian yang diderita oleh pedagang 
tersebut34. 
Kaitanya dengan akad asuransi syariah, para ulama berbeda pendapat. 
Ulama yang membolehkan memasukan asuransi syariah kedalam akad baru 
atau akad-akad yang sudah ada dan digunakan dalam hukum Islam. Dari 
segi akad asuransi syariah adalah akad baru yang belum ditemui hukumnya 
dalam literatur fikih klasik. Selain asuransi syariah, ada juga beberapa akad 
baru yang belum ditemui dalam fikih klasik dan kemudian menjadi suatu 
                                                             
33 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 29. 
34 Ibid., hlm. 89.  
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akad yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri seperti akad bai’ 
al-wafa’, aqd al-ijaratain, dan sebagainya. Maka, jika mengacu pada kaidah 
ini, asuransi syariah merupakan akad baru yang pembentukannya 
diperbolehkan menurut hukum Islam35. 
Dalam Al-Fiqh al-Islami fi S\aubihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh Al-
‘Am,  Musthafa Ahmad Az-Zarqa mengatakan: 
 ُمْليل ْوُدْب َي اَمَك ,يةَلااَوُمْلا ُدْقَع َّنيا َو ايَيوَق اًساَسَا ُحُلْصَي : يلُمَأَت اًدَن َتْسُم
 َرَْكوُسلا( يْينيمْأَّتلا يدْقَع يةَّح يصيل اًساَييق َماَعُمْلا يفِ َمْو َيلا يعيئاَّشلا )ْه يةَّييراَجّيتلا يتَلا  
Menurut Az-Zarqa tidak diperlukan dalil nash syariat dan fiqih untuk 
menghukumi kebolehan akad asuransi, dikarenakan asuransi adalah akad 
baru. Sebaliknya cukup dengan dalil qiyas yang menjadi landasannya. Ia 
menganalogikan akad asuransi dengan akad al-muwalah36. 
Adapun akad al-muwalah dalam Al-Fiqh al-Islami fi S\aubihi al-Jadid 
al-Madkhal al-Fiqh Al-‘Am yaitu: 
 يْينَصْخَش َْينَب ُدْقَع َىيهَو يةَلااَوُمْلا ُدْقَع ٌثيراَو ُهَل َسَْيَل َاُهَُدْحيا   , ّي يبَِسَن
 َو َتَْنا َْوا ,ىَلاْوَم َتَْنا :َرَخ يلِ ُلْوُق َي َف ي يل ُّقَع َتَو , َّتَم اَذيا ينِيَثََر َت , اَذيا ّينِيَع يل
 َتْيَ نَج 
Maksudnya, akad al-muwalah adalah akad antara dua orang yang tidak 
ada hubungan nasab yang saling mewarisi. Salah satu dari keduanya 
                                                             
35 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis, diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 111. 
36 Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh 
Al-‘Am, (Damasyq: Dar Al-Qalam, 3254) I: 623  
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berkata: “Engkau adalah tuanku yang berhak mewarisi hartaku jika aku 
meninggal dunia, dan engkau menjadi penjaminku andai aku terlibat tindak 
pidana tersalah (jinayah al-khat}a’)37. 
Dari keterangan di atas sesuai dengan pendapat Must}afa Ah}mad Zarqa 
yang menyatakan bahwa akad muwalah merupakan dalil qiyas yang 
menjadi landasan penganalogian diperbolehkannya asuransi syariah, yaitu 
wali (orang yang menanggung) bertanggung jawab atas apa yang dilakukan 
oleh mawla (yang ditanggung) dalam bentuk membayar denda kriminal 
tidak sengaja yang dilakukan mawla pada waktu belum melakukan tindak 
kriminal tersebut. Akibat dari penanggungan ini, wali (penanggung) 
mendapatkan waris dari mawla (yang ditanggung) ketika ia meninggal dan 
tidak mempunyai ahli waris38. 
Jadi, jika dilihat dari metode ijtihad qiyas yaitu akad muwalah sebagai 
al-as}hlu (kasus asal), asuransi syariah sebagai far’i (kasus bercabang), dan 
‘illat nya akad adalah tad}amun, maka hukumnya diperbolehkan. 
F. Maisir, G}arar dan Riba>  Dalam Asuransi Syariah Must}afa Ah}mad Zarqa 
Asuransi syariah telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para 
ulama yaitu bersih dari adanya “maghrib” (maisir, g}arar dan riba>).  
Syekh Must}afa Ah}mad Zarqa secara singkat menyimpulkan bahwa 
sesungguhnya asuransi syariah tidak termasuk judi atau taruhan. Terdapat 
                                                             
37 Ibid. 
38 Hasanudin, “Kontroversi Asuransi (analisis terhadap argumentasi Musthafa Ahmad 
Zarqa’ (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi”), Tesis, diterbitkan Institut Agama Islam 
Negri Purwokerto, Purwokerto 2015., hlm. 134-135. 
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tiga alasan utama dari sebagian pakar ekonomi Islam mengatakan bahwa 
asuransi syariah itu bukanlah judi atau taruhan, yaitu: 
1. Judi atau taruhan adalah suatu pemainan yang hanya membuang-buang 
waktu. Taruhan sama dengan judi yaitu suatu permainan dengan nasib-
nasib. Dan, menghibur diri dengan permainan tersebut hanya menyia-
nyiakan waktu orang yang berjudi dan bertaruh. Akhirnya, segala 
aktivitasnya terbuang sia-sia. Sementara orang berasuransi tidak 
demikian adanya. 
2. Judi atau taruhan merupakan penyakit moral, penyakit sosial dan 
hambatan untuk menghasilkan insan yang berkualitas. Mereka 
berpendapat bahwa Al-Quran mensifati perjudian sebagai satu jerat dari 
jerat-jerat setan dan sebagian satu sarana dari sarana-sarananya. Dengan 
judi timbulah permusuhan dan kebencian diantara manusia, melalaikan 
dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Ini semua merupakan 
penyakit moral dan sosial untuk menghasilkan insan yang berkualitas. 
Sedangkan dalam akad asuransi syariah yang kita kenal selama ini hal 
tersebut tidak ada. 
3. Akad asuransi berdasarkan atas asas memperbaiki akibat-akibat 
malapetaka. Mereka berpendapat bahwa akad asuransi berdasarkan atas 
asas memperbaiki akibat-akibat bencana/peristiwa yang menimpa jiwa 
atau harta sesorang dalam lapangan aktivitas kerjanya. Dari sini asuransi 
memberikan ketentraman kepada tertanggung dari kerugian-kerugian 
yang menimpanya sebelum kejadian peristiwa/malapetaka tersebut. 
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Berbeda dengan akad judi dan taruhan, didalamnya tidak ada istilah 
memperbaiki akibat-akibat peristiwa setelah kejadian peristiwa tersebut 
dan tidak ada ketentraman dari kerugian-kerugian sebelum 
kejadiannya39. 
Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sistem asuransi ini memberi 
keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, 
kebolehannya karena tidak ada g}arar. Menurut beliau g}arar  (ketidakpastian) 
itu tidak ada yaitu ketika dilihat dari segi akad dan maksud/tujuan asuransi 
syariah  adalah terciptanya rasa aman atas diri anggotanya. Akan ini dapat 
dirasakan ketika telah terjalinnya suatu akad tersebut.  
Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang d}aruri menurut 
syara’ dan harus dipraktekan dilingkungan pegawai negri, yaitu peraturan 
pensiun dan pendapatan pegawai. Ulama hukum Islam telah menetapkan 
bahwa dalam sistem pensiun tidak melihat syubhat apapun atau suatu noda 
dipandang dari sudut syariah. Bahkan sebaliknya, mereka memandang 
sebagai prinsip yang mendesak dalam sistem kepegawaian negri dan 
mengandung maslahat umum. Dimana syariat, akal, dan undang-undang 
mengharuskan untuk menyantuni para pegawai negri yang bekerja bagi 
kepentingan negara, setelah mereka menjadi lemah dan untuk kesejahteraan 
keluarga dalam suatu masa tertentu setelah mereka meninggal dunia. Beliau 
kemudian menyimpulkan, bahwa sistem asuransi pensiun dalam bentuknya 
                                                             
39 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 100-101. 
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yang umum, menjadi bukti bolehnya dalam dalil-dalil syariat Islam yang 
sesuai dengannya40. 
Adapun masalah riba baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dapat 
dieliminir dengan menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti 
sistem riba, misalnya mud}arabah, wadi’ah, wakalah dan lain sebagainya41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
40 Ibid., hlm. 75-76. 
41 Ibid., hlm. 298.  
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN ASURANSI SYARIAH MENURUT 
MUST}AFA AH}MAD ZARQA 
 
A. Analisis Akad Asuransi Syariah Menurut Must}afa Ah}mad Zarqa 
Asuransi syariah merupakan pengaturan terhadap pengelolaan resiko 
yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang 
melibatkan peserta dan operator. Syariah sendiri berasal dari ketentuan-
ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunah. 
Pada masa Islam klasik, masalah asuransi merupakan bentuk 
implementasi yang tidak diketahui, karena tidak ditemukan status 
hukumnya dalam kajian fiqih klasik. Namun, studi asuransi dalam 
perspektif Islam kontemporer pada kenyataannya sudah banyak dilakukan 
oleh para ahli hukum, baik itu dari pakar hukum Islam khususnya maupun 
dari pakar ekonomi Islam umumnya.  
Menurut Must}afa Ah}mad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah 
kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, 
namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara 
manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang 
akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan kehidupnya atau 
dalam aktifitas ekonominya. 
Beliau juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh 
para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem ta’awun dan tad}amun 
yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau 
musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung 
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dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. 
Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka 
(para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua 
hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam 
bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling 
menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. 
Sesuai dengan praktik asuransi dalam dunia Islam baru sekitar abad 19 
Masehi, ketika itu dimana para pedagang wajib membayar premi kepada 
kantor perwakilan perusahaan Eropa yang ada dinegara Islam, dan jika 
para pedagang dari daerah Islam tersebut berlayar dan mengalami 
kecelakaan, maka ahli warisnya akan menerima ganti rugi sebagaimana 
ditetapkan dalam kontrak seberapapun kerugian yang diderita oleh 
pedagang tersebut. 
Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah aqad tijarah dan 
atau aqad tabarru’. Aqad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad 
yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mud}arabah, wadi’ah, 
wakalah dan sebagainya. Sedangkan aqad tabrru’ adalah semua bentuk 
yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan 
semata untuk tujuan komersial. Dalam aqad tabarru’, mutabarri’ 
memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam 
kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam 
Menurut Az-Zarqa’ tidak diperlukan dalil nash syariat dan fiqih untuk 
menghukumi kebolehan akad asuransi, dikarenakan asuransi adalah akad 
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baru. Sebaliknya cukup dengan dalil qiyas yang menjadi landasannya. Ia 
menganalogikan akad asuransi dengan akad al-muwalah. 
B.  Analisis Maisir, G}arar  dan Riba>   Menurut Must}afa Ah}mad Zarqa 
Dalam asuransi tersebut telah diusahakan adanya perusahaan asuransi 
yang mempunyai sifat menanggung, saling tolong menolong antar 
bertetangga yang mana tidak mengandung adanya unsur maisir 
(perjuadian), g}arar  (penipuan), dan riba>  (bunga) yang bernilai kebijakan 
menurut Hukum Islam. 
Selanjutnya, menurut Must}afa Ah}mad Zarqa ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam penafsiran yang berbeda-beda serta pandangan 
mengenai beberapa unsur maisir (perjuadian), g}arar  (penipuan), dan riba>   
(bunga) dalam asuransi syariah, yaitu sebagai berikut: 
a. Maisir  (Perjudian) 
Maisir atau perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang 
mengandung unsur untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu 
terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi 
tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian 
pihak yang dirugikan1. 
Dalam masalah asuransi syariah syekh Must}afa Ah}mad Zarqa 
secara singkat menyimpulkan bahwa sesungguhnya asuransi syariah 
tidaklah termasuk judi atau taruhan. Karena beliau berpendapat 
                                                             
1 Jasri Firdaus, Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bisnis Syari'ah dalam 
http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam.html diakses 24 
Juni 2019 
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berdasarkan atas alasan utama dari sebagian pakar ekonomi Islam 
yang mengatakan bahwa asuransi syariah itu bukanlah judi atau 
taruhan. 
Akan tetapi dalam asuransi syariah itu memberikan ketentraman 
kepada tertanggung dari kerugian-kerugian yang menimpanya 
sebelum kejadian peristiwa/malapetaka tersebut. Dalam asuransi 
syariah juga tidak terdapat pemainan yang hanya membuang-buang 
waktu sia-sia untuk menghibur diri, tidak juga menimbulkan 
permusuhan dan kebencian diantara manusia dan melalaikan dari 
mengingat Allah. 
Sependapat dengan Must}afa Ah}mad Zarqa yaitu Ustadz Bahjah 
Ahmad Hilmi, Penasehat Pengadilan Tinggi Mesir, beliau 
mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan 
memperlunak tekanan kerugian, memelihara harta nasabah dan 
menghilangkan malapetaka dengan jalan pemberian polis dari pihak 
penanggung kepada tertanggung dan pembayaran premi oleh pihak 
tertanggung kepada penanggung, menjauhkan asuransi dari  bentuk 
yang menyerupai perjudian2. Untuk mempertegas argumen diatas, ia 
merujuk kepada dalil peraturan agama tentang tindak pidana yang 
tidak disengaja. Dimana Rasululloh SAW memerintahkan kepada 
wali-wali dan pelaku pidana untuk membantu membayar diyatnya 
                                                             
2 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 73-74.  
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dengan sabdanya “Ambilah dan tebuslah diyatmu”. Rasululloh telah 
menetapkan adanya pembayaran denda yang diterima oleh 
korban/keluarganya dari keluarga pelaku tindak pidana yang tidak 
disengaja. Semua itu dimaksudkan untuk meringankan beban, 
karena ketidakmampuan pelaku memikulnya sendiri3. Demikianlah 
asuransi dimaksudkan untuk meringankan beban nasabah yang 
terkena bencana. 
b. G}arar (Ketidakpastian) 
Menurut istilah fiqih, g}arar adalah hal ketidaktahuan terhadap 
akibat suatu perkara, kejadian/suatu peristiwa dalam transaksi 
perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan 
buruknya. 
Kaitannya dalam asuransi syariah Must}afa Ah}mad Zarqa 
menyatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan 
ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-Zarqa, kebolehannya 
karena tidak ada g}arar.  Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip 
yang d}aruri menurut syara’.  
Kemudian menurut Syaikh Abdur Rahman Isa, Guru Besar 
Universitas Al-Azhar, bahwa asuransi syariah ini menghasilkan 
kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama juga telah menetapkan 
bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara’ patut 
                                                             
3 Ibid.  
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diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, 
maka halal menurut syara’. Beliau juga berpendapat bahwa 
sesungguhnya perusahaan asuransi dan nasabahnya saling mengikat 
dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Itu merupakan 
perbuatan yang melayani kepentingan umum, memlihara harta milik 
orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. 
Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung 
mashlahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan 
Allah SWT. Bagi kepentingan kita dan bagi manusia perbuatan ini 
diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya, baik 
dari kitab, sunnah, ijma’, qiyas. Demikian argumentasi untuk 
memperkuat dalam mengambil hukum tentang halalnya asuransi, 
demi kemudahan manusia dengan menolak kesempatan dan 
kesempitan. 
c. Riba> 
Riba>  mempunyai arti tumbuh dan membesar, riba> dalam Fiqh 
Imam Asy-Syarbini menjelaskan : “Aqad atas sebuah kompensasi 
tertentu, yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan 
syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada 
penundaan satu barang yang ditukarkan”. 
Adapun masalah riba>  dalam asuransi syariah baik dalam praktik 
kerugian maupun jiwa menggunakan sistem syariah sebagai 
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pengganti riba, misalnya mud}arabah, wadi’ah, wakalah dan lain 
sebagainya. 
Sepaham dengan Must}afa Ah}mad Zarqa yang menghalalkan 
asuransi syariah yaitu Syekh Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum 
Islam Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh 
sebab termasuk akad mud}arabah. Selain itu beliau juga berpendapat 
dalam asuransi syariah telah bebas dari riba dengan argumen bahwa, 
tafsir ayat riba dalam surah al-Baqarah adalah, “Tiadalah termasuk 
riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), 
apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain (untuk 
dijadikan modal usaha) dengan menetapkan bagian keuntungan 
tertentu dari modal itu. Namun, atas dasar pertimbangan maslahah, 
maka yang demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau 
kesalahan. Selain itu, kerja sama semacam ini bermanfaat bagi 
keduanya, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha itu sendiri. 
Dalam majalah Hiwaul Islam no 11 tahun V11 salah satu karya 
beliau memberikan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa 
adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi 
perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang. 
Juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar, melainkan 
merupakan tabungan, koperasi dan memberikan kecukupan dan 
kepentingan nasabah-nasabah yang usianya telah lanjut dan 
kepentingan ahli warisnya, ketika dia tiba-tiba meninggal dunia. 
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Karena, syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau 
bahayanya lebih besar dari manfaatnya. 
Untuk dapat memutuskan dan menetapkan suatu hukum, para ulama 
mempunyai metode pemahaman dalil atau yang kerap disebut dengan 
metode istinbath hukum. Salah satunya yaitu dengan ijtihad. Ijtihad 
mempunyai arti bersunggung-sungguh atau mengerahkan segala 
kemampuan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Dalam kajian 
ushul fiqih, ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menggali kandungan makna, maksud dan hukum-hukum yang terdapat 
dalam Al-quran dan As-sunah.  
Penulis mengamati dari pandangan  kedua kelompok di atas yang 
telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditemukan 
kesamaan metode dalam pemaparan argumentasi, di mana kedua pihak 
menggunakan metode qiyâs (analogi) dalam menetapkan hukum 
asuransi. Kelompok pertama yang mengharamkan asuransi, mereka 
menganalogikan asuransi dengan maisir (perjudian), g}arar 
(ketidakpastian) dan riba>. Dan kelompok kedua yang membolehkan 
asuransi, mereka menganalogikan asuransi dengan akad mudharabah, 
wadi’ah, wakalah dan lain sebagainya. 
Qiyâs sebagai salah satu metode penetapan hukum, mempunyai 
syarat dan rukun yang dapat menjadikannya sebagai hukum Islam. 
Rukun qiyâs yang dimaksud adalah, pertama: as}lu (pokok), kadang 
disebut pula dengan maqîs ‘alaih. Yang dimaksud dengan as}lu  adalah 
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suatu kasus yang sudah ada nas}-nya yang dijadikan dasar analogi. 
Kedua, far’i (cabang), kadang disebut maqîs (yang dianalogikan) atau 
musyabbah (yang diserupakan). Yang dimaksud dengan far’i adalah 
kasus baru yang belum ada nas}-nya dan yang akan dianalogikan dengan 
as}lu  Ketiga, hukum as}lu, yaitu hukum syarak terhadap as}lu. Hukum 
syarak di sini bisa halal, haram, dan seterusnya. Keempat, ‘illat atau 
motif yang menjadi alasan untuk menetapkan suatu hukum4. 
Menurut Fathurrahman Djamil, dari keempat unsur (rukun) di atas, 
unsur yang disebut terakhir (‘illat), adalah sangat penting dan 
menentukan. Karena ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru 
sangat tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat pada kasus tersebut. 
Hal ini berdasarkan­ kaidah “al-h}ukmu yadurru ma’a al-‘illat wuju>dan 
wa ‘adaman” hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan ‘illat menurut Wahbah al-Zuhayli 
adalah sesuatu sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, 
menginformasikan tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan 
ditetapkan berdasarkan sifat dimaksud5. 
                                                             
 4 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 
1999), hlm. 87.  
 
5 Abdurrauf, “Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fiqih Kontemporer”, Al-Iqtishad: Vol. 
II, No. 2, Juli 2010 hlm. 151. 
 
 
 
92 
 
Kaitannya dengan asuransi, yaitu pada kasus lama yang dijadikan 
analogi adalah dalam kasus praktik maisir (perjudian), g}arar 
(ketidakpastian) dan riba>.  
Dalam praktik maisir (perjudian), berjudi adalah mempertaruhkan 
sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan 
kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang 
lebih besar dengan jumlah uang atau harta semula. Inilah yang disebut 
sebagai as}lu. Sedangkan far’i nya yaitu asuransi adalah transaksi 
perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang satu berkewajiban 
membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan 
sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi dengan perjanjian yang 
dibuat. Illat yang ada pada kasus diatas yaitu unsur pengundian atau 
untung-untungan. 
Kemudian pada praktik g}arar (ketidakpastian), bahwa jual beli g}arar 
adalah jual beli yang didasarkan atas ketidakjelasan sejak dimulainya 
akad atau jual beli yang ketidakjelasannya diwaktu yang akan datang. 
Hal ini dinamakan as}lu, dan far’i nya yaitu bahwa asuransi merupakan 
transaksi perjanjian antara dua pihak, yang satu berkewajiban 
membayar iuran dan oihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan 
kepada pembayar iuran jika telah terjadi sesuatu yang menimpa pihak 
pertaman sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. ’llat yang terdapat 
pada kasus tersebut yaitu penipuan dan ketidakjelasan. 
 
 
93 
 
Dan yang selanjutnya dalam praktik riba>, as}lu daripada kasus yaitu 
riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara 
bat}il (tidak dibenarkan syara’). Atau dengan kata lain, menetapkan 
tambahan tertentu atas pokok harta pada awal akad. Sedangkan far’i nya 
asuransi merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, yang mana 
satu pihak berkewajiban membayar iuran dan pihak lainnya 
berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama 
jika terjadi sesuatu yang menimpa sesuai dengan kesepakatan akadnya. 
Dan yang menjadi ’llat dari kasus tersebut adalah unsur penambahan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
3. Must}afa Ah}mad Zarqa sebagai salah satu ulama kontemporer yang 
membolehkan asuransi syariah dikarenakan asuransi adalah akad baru, 
cukup dengan dalil qiyas yang menjadi landasannya. 
4. Must}afa Ah}mad Zarqa secara singkat menyimpulkan bahwa 
sesungguhnya asuransi syariah tidaklah termasuk maisir (perjudian). 
Akan tetapi dalam asuransi syariah itu memberikan ketentraman, 
meringankan kerugian dan untuk memelihara harta, yang mana hal 
tersebut termasuk yang disyariatkan Islam. Kemudian kebolehan 
daripada asuransi syariah menurut beliau karena tidak ada g}arar. Yaitu 
asuransi syariah menghasilkan banyak kemaslahatan ekonomi yang 
didasari saling ridho antara kedua belah pihak (d}aruri). Adapun masalah 
riba dalam asuransi syariah baik kerugian maupun jiwa menggunakan 
akad-akad tijarah sebagai pengganti riba>, misalnya mud}arabah, wadi’ah, 
wakalah dan lain sebagainya. Sehingga, terbebas dari unsur maisir 
(perjudian), g}arar (ketidakpastian) dan riba>  yang dapat 
mengharamkannya. Penganalogi dalam asuransi pada kasus lama yaitu 
dalam kasus praktik maisir  yang dianalogikan dengan perjudian, 
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kemudian g}arar dengan jual beli yang tidak pasti, dan riba>   dengan 
tambahan atas pokok harta.  
 
B. Saran-Saran 
Setelah penulis membahas dan meneliti pemikiran Must}afa Ah}mad 
Zarqa tentang hukum maisir, g}arar dan riba>    beserta argumennya dalam 
akad asuransi syariah, disini penulis memberikan saran kepada pembaca 
bahwa, dalam pandangan ini dapat diterima berdasarkan landasan yang 
digunakan sesuai dengan metode yang digunakan. Namun pandangan ini 
tidak sepenuhnya dapat menghukumi sah nya praktik asuransi syariah yang 
ada pada perusahaan asuransi syariah. Karena penerapan konsep asuransi 
syariah ini dalam praktiknya mungkin berbeda atau mungkin ditemukan 
adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti maisir  (perjudian), 
g}arar  (ketidakjelasan), dan riba>.. 
Oleh karena itu, pemilihan perusahaan asuransi syariah sangat penting 
supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, 
pemilihan asuransi syariah ini juga menjadi pilihan agar terhindar dari 
perbedaan pendapat. 
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